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ABSTRAK 

Peralihan hak atas tanah khususnya harta bersama (gono gini) terhadap tanah- 
tanah yang belum ditentukan status haknya (tanah yang belum bersertifikat) yang 
dibuat oleh Kepala Desa berbentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) 
menjadi cacat hukurn dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang telah 
disebutkan diatas. Karena harta bersama yang dialihkan oleh salah satu pihak 
(suamilisteri) dengan tidak diikutsertakannya suamilisteri, padahal si isterilsuami juga 
mempunyai hak terhadap harta tersebut, jadi harta suamilisteri turut dijualldialihkan 
oleh suainilisteri dengan tidak turut memberikan persetujuan untuk 
menjuallmengalihkannya. Jika tidak ditandatangani oleh suamilisteri mengakibatkan 
Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut dapat dibatalkan, apabila ada 
pihak-pihak terkait yang berkepentingan mempersoalkannya. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur bahwa "suami 
atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau 
memindahkan harta bersama". 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 
perangkat peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnyz. Surat 
Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang merupakan tanda kepemilikan atas tanah 
tersebut atau yang lebih dikenal sebagai surat tanah yang juga merupakan objek 
dalam perjanjian jual beli tanah ini, dimana penyerahan SKGR setelah selesainya 
pembayaran. Penyerahan SKGR yang merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah 
tersebut merupakan kewajiban penjual pada s a t  lahirnya perjanjian dan barang 
tersebut dikuasai oleh pernbeli ketika semua pemhayaran telah diselesaikan. Tentang 
buk~i hak milik bagi pembeli atas tanah tersebut yang berupa SKGR tanpa diikuti 
pendaftaran dan pembutan sertifikat merupakan kelemahan dalam perjanjian jual beli 
tanah ini. Seharusnya para yihak tidali hanya melakukan pengurusan sampai SKGR. 

Walaupun SKGR ini telah sesuai dengan aturan dalarn pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan dibuat suatu perikatan 
dengan sempurna, hingga diterbitkannya sertifikat atas pemilikan tanah tersebut. 
Hal ini disebabkan oleh karena hanya dengan diterbitkannya sertifikat tersebut 
pemegang hak a k s  suatu m a h  tersebut mendapatkan jaminan kepastian hukurn dan 
jaminan perlindungan hukum.Dengan keberadaan Swat Keterangan Ganti Kerugian 
(SKGR? yang cacat hukum, ha1 ini berpotensi kcrnflik terhadap SKGR tersebut, 
sehingga tidak ada perlindungan dan kepastian hukum, kepada para pihak (khususnya 
pembeli).Jadi oleh karena itu agar ada kepastian hukurn terhadap kepemilikan hak 
atzs ranall makz berlakulah ketenp~an Pass1 32 iiyat (2) PP No 42 Tahun 1937 tentzing 
Pendaftaran Tanah. 
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Sernakin banyak kebutuhan dan permintaan akan tanah, semakin 

meninggi harganya. Ini adalah hukum ekonomi. Tanah tidak bertambah, 

sedangkan kebutuhan meningkat terus seirama dengan perturnbuhan dan 

perkembangan di dalam masyarakat. Kita bisa mengamati harga tanah dalam 

beberapa tahun belakangan ini. Perturnbuhan, perubahan-perubahan dan 

prkembangan &lam masyarakat bergerak sangat cepat. Pembangunan 

disegala bidang turut melnpengaruhi harga tanah. Bagaimanapun juga kita 

tidak dapat ~ncrnbangun di awang-awang. Semua pihak dan individu 

~ne~nerlukan tanah. Namun sebaliknya disaat harga tanah melonjak, kondisi 

perekonomian masyarakat sekarang ini belum dapat dikatabn stabil. Tentu 

ssja kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan 

kemampuan finansial seseorang. 

Perjanjian suaiu istIlah sehari-hari yang tak asing iagi yang beliasal dari 

kata ''janji "yang berarti kesanggupan untuk rnelakukan sesuatu ini adatah 

dalam arti luas yang kita jumpai daIam kehidupa~z sehari-hari. Dalam ha1 ini 

erat hubungsln n ya dengan istilah persetuj uan, perikatan (verbinfenisen), &lam 

kalangan lalu lintas hukum istilah pe janjian ini merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda (Overeenbmst) k~ntrak .~  Menurut pasaI 13 13 KUH Perdatq 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan rnsna satu orang atau lebih 

rnengikatkan dirieya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya. Agar 

perjanjian itu sah yang artinya perjanjian itu memwuhi qrarat yang telsh 

ditentukan oIen undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (Zcgally 

2 Sumrhokc, H u h  Perjaqi~n Twon' dun Anolisis Kanrs, Fajar lntetpratama Offsett, 
Jakarta, hlm 20 



concluded contract), maka menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, 

syarat-syarat sah perjanjian itu adalah adanya persetujuan kehendak antara 

pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus), adanya kecakapan 

pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), adanya suatu ha1 

tertentu (a ceriain slrbjcct matterl) dan adanya suatu sebab yang hatal (IegccI 

c a ~ s e ) . ~  

Tentang jual beli secara uniuin diatur pada Bab V Buku Ketiga KLIH 

Perdata tenting perikatan. Sebagairnana dinyatakan pada pasal 1457 KCJH 

Perdata, jual beli adalah suatu prsetujuan dengan inana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untu k membayar harga yang telah dijanjikan. 

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimba! balik d a l m  mana pihak 

yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak rnililr atas suatu barang, 

sedang pihak laimya (sipembeli) berjanji untuk membyar harga yang terdiri 

atas sejumlah uang sebagai imhlan dari perolehan hak mifik tersebut. 

Pada dasarnya belum ada aturan yang secara khusus mengatur jual beli 

tanah di Indonesia, baik tanah-tanah yang belum ditentukan status haknya 

(tanah yang belum bersertifikat), maupun tanah-tanah yang sudah 

bersertifikat, namun terhadap tan&-tanah yang sudah bemrtifikat, kita dapat 

mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah 

Peramran Penlerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftardn Tanah darl 

Peraturati Menteri AgrarialKepala BPN No.3 'Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Ibid. 
4 R. Subekti, Amku Perjanjiaa Citra Aditya Bakti, Bardung, 1999, him 1. 



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

PP No. 24 Tahun 1997 ini dapat digunakan sebagai pedoman karena 

dalam pendaftaran tanah dikenal adanya perubahan data fisik atau data yuridis 

objek pendattaran tanah. Salah satu yang mengakibatkan perubahan tersebut 

adalah peraiihan hak karena jual beli. 

PP No. 24 Tahun 1997, L.N. 1997 No. 59, tanggal 8 J u l i  1997 dan ban! 

berlaku 8 Oktober 1997 (pasal 66) ini ~nerupakan penyempurnaan PP No. 10 

Tahun 196 1 .  Dikeluarkannya PP ini merupakan perintah dari Pasal 19 ayat (I) 

Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) No. 5 tahun 1960 

yang menyatakan bahwa untuk menj amill kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Reputjlik lndonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peratursn Penieri~tah. 

Dibandingkan dengan FP No. 10 Tahm 1961 yang terdiri dari 46 

pasal, maka PP No. 24 Tahun 1997 tzrdiri ciari 66 pasai. Dalam PP terbaru ini 

tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakekatnya 

sudah ditetapkan dalam UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah 

diselenggarakan dalam nngka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan dan sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang 

inengandung unsur positif, karena akan mefighasilkan surat-surat bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian ysng kuat, seperti yang dinyatakan 

dalam pasal 19 ayat (2) huuf c, pasa1 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 

38 ayat (2). 



Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu 

pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau 

kelurahan atau sebagaimana yang terutama dihkukan atas prakarsa 

Pemerintah secara sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah 

atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara 

individual atau massal. 

Secara jelas dapat dikatakan bahwa PP No. 24 Tahun 1997 ini telah 

menampung segala kesulitan yang pernah dialami dalam era PP No. 10 Tahun 

1961, dan tentunya juga dengan telah adanya UU No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dan juga PP No. 40 dan PP No. 41 tahun 1996 tentang Hak- 

hak atas tanah menilrut UUPA, akan dapat diharapkan akan n~akin sempurna 

proses pendaftam tanah. 

Pada pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak 

atas tanah dm hak milik atas satuan rumah susun meIalui jual beli, tukar 

rnenukar, Iribah, pemasukan &lam perusaham dan perbuatan huku~n 

pemindahan hak laimya, kecuali pemindahan hnk metalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT 

yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Akte PPAT dibuat oleh pejabat yang dituniuWdiangkat oleh Menteri 

Datam Negen dan sekarang oleh K w f s  Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

sesuai dengan Peraturan Pemerintafi Nomor 37 Tabun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat Menteri Negara Agraria/Kepala 



Badan Pertanahan Nasional tanggal I April 1999 nomor 640-1 198 tentang 

Penjelasan Pennen Agtaria/Kepala BPN Nomor 4/19999 terhadap ketentuan 

pelaksanaan PP 37/1998., jadi yang membuatnya adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu rnengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun. Jadi ha1 ini telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1868 

K U H  Perdata sebagai akte otentik. Akte otentik adalah akte yang mempunyai 

kekuatan pen~buktian yang mutlak, mengenai hal-ha1 atau peristiwa-peristiwa 

yang disebut dalatn akte itu. Jadi yang dibuktikan secara mutlak itu adalah 

peristiwanya. Pembuatan akte itu sendiri berdasarkan pasal 96 ayat (2)  

Peraturan Menteri AgrariaIKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 

1997 harus dilakukan dengan menggunakan fomulir sesuai dengan bentuk 

sebagairnana dimaksud daiam ayat ( 1 )  pasal tersebut. 

-- 
1 ~ndakan PPAT-Notaris daiam rnenangani pejanjian yang berpotensi 

kontlik secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni (1 )  

menggunakan hukum dan (2)  menyimpang hukum. Pertimbangan dibalik 

suatu tindakan yang di tempuh, menyiratkan adanya dasar pertimbangan 

reward andpunis111ne;zt. Makin tinggi imbalan (reward) yang akan di peroleh, 

makin besar suatu tindakan ditempuh. Makin tinggi ancaman hukuman 

(kerugian) yang bakal di derita, makin kecil kemungkinan suatu tindakan 

dipiiih. Fertimbangan untung rugi tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, 

tetapi juga ganjaran intrinsik berupa menjaga persahabatan, mem peroleh 

pujian clan penghormatan, wrta menapertinggi harga diruinempertahankan 



citra diri. 

Menghadapi perjanjian yang berpotensi konflik dalam arti tidak 

terpenuhinya syarat-syarat formal (tertulis), tidak terpenuhinya syarat-syarat 

material (tidak tertulis), dan tidak berhaknya para pihak melakukan perjanjian, 

maka PPAT-Notaris dapat melakukan bentuk-bentuk tindakan, seperti (1) 

syarai-syarat formal suatu akta dijadikan sebagai sprat rnutlak untuk di 

penuhi para pihak sebeluln akta jual beli di buat; (2) menghadapi permohonan 

penlbuatan akat PPAT terhadap suatu perjanjian yang syarat-sprat material 

(tidak tertulis) tidak terpenuhi; (3) mengahadapi permohonan pembtratan akta 

PPAT di mana para pihak tidak berhak rnelakukan pe jatijian. 

Peralihan hak atas tanah khususnya harfa bersama (gono gini) terhadnp 

tanah-tanah yang belurn ditentukan status haknya (tanah yang beluln 

bersertifikat) yang dibuat ole[? Kepa!a Desa ber5entuk Surat Keterangzn Ganti 

Kerugian (SKGR) mcnjadi cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 1320 

KUHPerdata yang telah disebutkan diatas. 

Karena ham bersama yang dialihkan oleh saJah satu pihak 

(suamilisteri) dengan tidak diikutsertakannya suarni/isteri, padahal si 

isterilsuami juga mempunyai hak terhadap harta tersebut, jadi harta 

suamilisteri turut dijualldialihkan o1eh suami/isteri dengan tidak turut 

memberikan persetujuan untuk menjual/mengalihkanny a. Jika t idak 

ditandatangani oleh suami/isteri mengakibatkan Suraa Kzterangan Ganti 

Kerugian (SKOR) tersebut dapat dibatalkan, apabila ada pihak-pihak terkait 

yang berkepentingm mempersoaikannya. 



Sebaga ima  diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia yang mengatur bahwa "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain 

tidak di perbolehkan menjual abu memindahkan harta bermma", Apabila 

terjadi persesilisihan antara suarni istri tentang harta bersarna, maka 

penyetesaian perselisihan itu diajukan kepada pengaditan agama. Karena 

suami bertanggung jawab rnenjaga hwla bersama, liarta istri maupun hatlanya 

sendiri, dan istripun turirt bertangung jawab menjaga harta bersama rnaupun 

harta suamj yang a& padanya. Maka jelas bahwa apabila harta suamilisteri 

Nrut dijualldialihkan oleh suamilisteri dengan tidak turut lnemberikan 

persetujuan untuk menjuallmengalihkannya dari salah satu pihak dan tidak 

tnenandatanganinya, maka mengakibatkan Surat Keterangan Ganti Kenlgian 

(SKGR) tersebut dapat dibatalkan. 

B. Rurnusan Masalah 

1. Bagaimanakah Kebemdaan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) 

dalarn jual be1 i tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Rokan Hilu ? 

2. Bagaimanakah Akibat Hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan 

Ganti Kerugian (SKGR) yang cacat hukum di Kabupaten Rokan Hilir ? 

C, Tuinan PeneIifiac 

kdapun tujuan pnelitian ini acialah sebagai berikut : 

I. Untuk mengetahui Keberadaan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) 

dalam jual beli tanah yang belum bsertifibt di Kabupaten Rokan Iiilir. 



2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan 

Ganti Kerugian (SKGR) yang cacat hukum di Kabupaten Rokan 

Hilir. 

D. Tinjauan Pustaka 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (pasal 1457 KUH 

Perdata). 

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat 

bahwa jua: beli merupakan suatu bentuk perjan-jian yang melahirkan 

kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam ha1 ini 

tenvujud dalam bcntuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan 

penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 

Dalam ha1 ini, jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, 

yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan5. Dikatakan demikian karena 

pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak 

atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan 

pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual 

beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirican kewaji'oan dalam 

bentuk penyerahan kebendam yang dijual oleh penjual, dan penyerahan ung  

oleh pembeli kepada penjual. Walau dernikian, meskipun terdapat dua sisi 

G u n a m  Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 20049 
hlm 7 



hukwn perdata yang meiihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata- 

mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari 

rnasinq-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap lainnya. Dan karena 

itu pula, maka jual beli dimasukkan datarn Buku Ketiga tentang Perikatan. 

Secara wnum, KUH Perdata memang tidak melarang setiap orang 

mtuk membuat pejanjian dengan pihak lainnya mengenai segala sesuatu, 

selama dan sepanjang ketentuan yang digariskan dalarn pasal 1320 KUH 

Perdata dipenuhi. Walau demikian untuk menegakkan kembali prinsip 

persatuan harta sebagaimana diatur dalam buku I KUH Perdata, dan untuk 

lnencegah teyjadinya benturan kepentingan yang akan merugikan pihak 

tertentu, khususnya penjual, karena rnemungkinkan terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, maka diberikanlah batasan berupa larangan untuk 

melakukan jual beli. Larangan untuk melakukan jual beli tersebilt diatur secara 

khusus dan tegas dalaln KUH Perdata, yang dimulai dari ketentuan pasal 1467 

hinga 1470 KUH Perdata. 

Oari 4 pasal yang mengatur tentang ha1 tersebut, ada 3 hat pokok yang 

&pat dikemukakan, yaitu6 : 

(a) Ketentuan pasal 1467 KUH Perdata berbicara soal jual beli antara suaini 

isteri yang terikat dalam persatuan harta karena perkawinan. 

(b) Ketentuan -1 1468 Jan pasal 1469 KUH Perdata berhubui~gan dengan 

pelaksanazln jabatan pernorintahan atau kenegaman atau suatu hubungan 

hukurn tertentu. 



Dalam pasal I468 KUH Perdata larangan diberikan karena dikhawatirkan 

dapat mengganggu pelaksanaan tugas dari para pemegang jabatan tersebut 

secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun juga. 

Sedangkan larangan dalam pasal 1469 lebih ditujukan agar tidak terjadi 

penyaiahgunaan wewenang oleh pejabat yang bertugas. 

(c) Ketentuan pasal 1470 KUH Perdata melarang atau menghindari 

kernungkinan terjadinya pemanfaatan keadaan yang dikhawatirkan akan 

merugikan kepentingan dari pihak terhadap siapa suatu kebendaan akan 

dijual. 

Hak-hak Atas Tanah 

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan 

rakyatnya termasuk perekonon~iannya, terutarna masih bercorak agraris, 

maka bumi, air dart ruang angkasa sebagai karunia 'Tuhan Yang Maha Esa 

me~npunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil 

dan makmur. 

Hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa diatur dalam Undang- 

undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) No.5 Tahun 1960 

pasal 16 sampai dengan pasal 49. Dalam pasal 16 UUPA ditentukan 

bahwa hak-hak atas tanah, sebagai yang dimaksud pasal 4 ayat (1) ialah 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak 

membuka tanah, hak mettiungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak 

termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan 



undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 

di~naksud pasat 53.7 

Dalam pasal pasal 20 UUPA No.5 tahun 1960 ditewngkan 

tentang : 

a. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipmyai orang atas tanah dengan mengingat ketentmn pasal6.8 

. liak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dafam pasal 20 UUPA ini disebutkatl sifat-sifat dari pada hak 

inilik yang rnembedakan clengan hak-hak lainnya. Hak milik adatah hak 

yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak 

yang mutiak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Kata-kata 

tzrkuat den terpenuhi i ta bermaksud untuk membedakannya dengan 

yang lairmya, yairu untuk lnenunjukkan bahwa diantara hak-hak diatas 

tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "tern kuat d m  

terpenuhig . 

. . .: Undang-unCcng Pokok Agraria TJo.5 'iahu~ : 960, P m i  53 "hak-hak yang sitatnya 
sementara sebagai~nana dimaks~d &lam pasal 16 ayat (I  j huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi 
hasil, hak menmpang, &an hak sewa bnah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sii'atnya yang 
bettentangan den* undang-undang ini dan hak-hak 'tersebut diusahakan hapusnya di dalarn 
waMu yang singkat" 

8 . . .: Undanpundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 6 "sernua hak-hak atas 
t a i i  inempunyai fungsi sosialn 

Soetotng, Pedoman Jrul Beli Tumh : Perolihan Hak don Serivkat ( Malang, 
LPUB, 1984, hlm 12) 



2. Peudaftaran Hak atas Tanah 

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dakim 

kehidupan manusia. Dengan UUPA No.5 tahun 19GO Lembaran Negara 

1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia 

hams  diinvetarisasikan. Pasal 19 ayat (I) UUPA No. 5 tahun 1960 

lnenyatakan bahwa untuk me~jamin kepastian hukum ole11 peinesintah 

diadakan pendaftartin tanah di seluruh wilayah Republik lndonesia 

nlenurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Petaturan Pemerintah 

(selanjutnya disebut PP). PY yang dimaksud adalah PI3 No. 24 tahun 1997 

(L.N 1997 No. 59 tentang Pendafiaran Tanah). 

Passti 9 PP No. 24 Tahun 1997 ~nengatur mengenai objek 

pendaftarsn tanah, yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dei~gan hak 

milik, hak gum asaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, hnah  hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak mitik atas rumah susun, hak tanggungan 

dan tanah negara. 

Pendaftaran tanah bertujuan untuk rnemberikan kepastian hukurn 

dan perlindungan hukrim kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdafiar agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber~an~kutan.'~ 

Dalan: rangka pel&sanamnya tugas pendafiaran tanah dilakukan berbagai 

icegiatan yalg meliputi kegiatm pendaftam1 tanah untuk perhma kali dzln 

A. P Parlindungan, P e n w a ~ a n  Tanah ai Inclbmsia, (Jakarta, CV Mandar Mzju, 1999, 
hlm 8 



3. Peralihan atau Pemindahan Hak atas Tanah 

Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme dalam hukum 

pertanahan, karena ada hak yang berstatus hak Barat, yang diatur dalam 

KUH Perdata seperti Eigendom, Erfpacht, dan sebagainya. Peralihan 

haknya dilakukan di hadapan Notaris. Sedang hak-hak yang diatur dengan 

Huku~n Adat (hak-hak adat), seperti tanah yang dilakukan oleh Kepala 

~ e s a .  ' 
Dengan berlakunya UUPA, maka dualisme dala~n pertanahan 

dihilangkan. Dalarn pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 

setiap peralihan hak atas tanah mela!ui jual beli, tukar-menukar, dan 

lainnya kecuali rnelalui lelang hartis dibuktikan dengan akte Pejabat 

Pembuat Akte Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Hal ini berarti semua 

peralihan atas hak ianah diperlakukan aktit yang dib~lat oieh PPAT. 

Peralihan hak yang harus dilakukan dihadapan seorang PPAT ialah jual 

beii (tanah & bangunan), tukar-menukar, hibah, pemasukan kedalam 

perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, 

pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, d ~ n  lain-lain selama 

tidak dikecualikan kepada pejabat atau instansi tain.12 

Adapun PPAT yang dimaksud adalah PPAT yang daerah kerjanya 

meliputi wilayah dimana tanan yang dijual itu terletak. Seorang PPAT 

pada dasarnya men~punyai wilayah keja meliputi daerah suatu 

kecamatan. Tetapi ada jilga PPAT yang wilayah ke rjanya mencakup lebih 

" Ibid, hlm 16 
12 



dari satu daerah kecamsttan. 

PPAT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak rnilik atas 

satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 

peruhahan dab pendaitaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum 

itu." 

Akte YPAT dibuat oleh pejabat yang ditunjukldiangkat oleh 

Menteri Dalam Negeri sekarang oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

jadi yang rnembuatnya adalah pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbriatan hukum tcrtentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Jadi 

ha1 in i  telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH 

Perdata sebagai akte otentik. Akte otentik adalah akte yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang mutlak, mengenai hal-ha1 atau peristiwa- 

peristiwa yang disebut dalatn akte itu. Jadi yang dibuktikan secara mutlak 

itu adalah peristiwanya. Pembuatan akte itu sendiri berdasarkan pasal 96 

syat (2) Peraturan Menteri AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional No. 

3 Tahun 1997 harus dilakukan dengan menggunakan fonnulir sesuai 

dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut. 



4. Pengertian dan Sifat Jual Beli Tanah 

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, maka perjanjian jual beli adalah 

suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikat diri untuk menyerahkan 

suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dimufakati antara 

mereka berdua.I4 

Mengenai "barang" dapat diartikan menurut pasal 499 KUH 

Perdata bahwa barang yang dimiliki dan atau hak atas suatu barang yang 

bukan hak milik. Dan menurut pasal 1332 KWH Perdata hanya barang atau 

benda yang berada dalam perdagangan yang dapat merijadi objek suatu 

persetujuan, termasuk juga jual beli hak atas tanah." 

Para ahli hukum adat menegaskan dalam berbagai karya agung 

mereka bahwa jual beli menurut huku~n adat adalah lebih bersifat 

mzngalami sendiri secara nyaza, terang dan tunai (kontan, concreet, 

belevend en participarend denicen).16 Hal ini berbeda dengan menurut 

hukum barat yang lebh bersifat sangat mernperinci segala sesuatu dalam 

pikiran (akal budi) dengan tiada suatu kenyataan (abstract, unaliserend 

denken). 

5. Objek dual Beli Tanah 

Objek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. 

Dalam praktek sering disebut jua: beli tailah. Secara hukum yang benar 

14 Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, Seri Huktrm Perikatan : Jual Beli, (Jzkarta, PT. 
Rdja Grafindo Persada, 2003, hlm 37) 

15 Jhon Salindenho, Masalah Tanrh Dalam Pembangunan, Ja~arta, Sinar 
Grafikl9BS,hl1n 35 

l6 Ibid, hlm. 37. 



jual beli hak atas tanah. Hak atas tanah yang dijual, bukan tanahnya. 

Memang benar bahwa tujuan mernbeli hak atas tanah ialah supaya pembeii 

dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi yang dibeli 

(dijual) itu bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya. 

Karena yang dijual (dibeli) hak atas tanah, maka kita hams tahu 

pasti apa t~~iican~ hak yang jadi objek itu. llntuk tanah yang sudah 

bersetifikat, ha1 itu dapat dilihat dalam sertifikat itu. 

Bagi tanah hekas hak sebelun~ UUPA berlaku, yang belum 

bersetifikat dapat kita ketahui dengan mempergunakan ketentuan- 

ketentuan tentang perubahan hak-hak atas tmah (kunversi) yang terdapat 

dalam ULIPA.'~ ~ e t & i  ha1 itu belum pasti. Sebab kepastian hanya terjadi 

kiilau Badan Pertanahan idasional (selanjutnya disebut BPN) telah 

rnenegliskan konversi hak. Oleh karena itu biasanya disctitit ddengan "bekas 

hak eigendom" atau "bekas hak yasan" atau "bekas hak rnilik adat" dan 

lain sebagainya sesuai dengan bukti-bukti yang ada. 

6. Harga dalam Jual3eli Tanah 

Tentang harga dalam jual beli tanah tersebut tentu saja tergantung 

dari kesepakatan penjual dan pembeli. Tetapi kita tahu bahwa UUPA kita 

berdasarkm Hukum Adat. Jadi juai beli hak a'm tanzh juga berdasarkan 

pengertian hukum adat. Jual beli rnenuiut bukum cdat bersifat tunai ban 

terang. Tunai berarti hatganya dibayar lunas clan hak atas tanahnya 

l7 Effendi Perangin, PraktekJd ... up cit, blm 9 



diserahkan. 

Walaupun dalam formulir akte jual beli dibahasakan tentang jual 

beli secara tunai ini, yang berarti telah sesuai dengan azas hukum, tetapi 

dalam praktek tidak selamanya harga jual itu dibayar secara tunai ( h a s ) .  

Adakalanya baru dibayar sebagian. Dalam ha1 demikian juaf beli hams 

disebut juga lunas, dibayar ~ r ~ e n u h n ~ a . ' ~  Sebab kalau tidak demikian 

berarti tidak sesuai dengan azas jual beli menurut hukum adat. 

Dalarn hat sisa harza yang beiurn dibayar dianggap sehagai utang 

pembeli dan diatur pernbayarannya dalam suatu sunt utang. Dalam sural 

itu disebut bahwa dasamya utang adaiah karena M u m  dilunasinya harga 

beli tanah itu, dan pengakuan utnng itu ditegaskan sebagai suatu novasi 

(pembaharuan pajanjian). 

7. Penyerahan Secara Pisik 

Turiai d2kdm peng-ertiar! jual beli menurut Hukum Adat termasuk 

juga telah diserahkannya secara fisik barang yang dibeli itu (dalam ha1 ini 

tanah). Tetapi daIam pmktek penyerahan fisik itu tidak selalu dilakukan 

~ a d a  saat (segera setelah) jual beli. Mungkin karena tanahnya sedang 

disewa pihak ketiga, atau rnasih ada barang-barang penjud (misalnya 

tanaman hlum dipanen) stag sebab lain, maka penyerahan secara fisik 

tidaic dapat dilak~kan pada saat itu. 

l 8  Ibid, hlm 14 



Menyikapi ha1 itu, seperti telah dijelaskan diatas, yang dijual 

(objek) ialah hak atas tanah (bukan tanah). Jadi dengan adanya jual beli, 

hak atas tanah sudah beralih. Artinya penyerahan "tuna?' dari objek jual 

beli itu telah terjadi. Penyerahan tanah (fisik) boleh saja saat (segera 

setelah) jual beli, atau kapan saja sesuai dengan persetujuan penjual dan 

pembeli. Hal itu disebut dalam akte, dengan rnengadakan perubahan dalam 

teks formulir akte. 

8. Surat-surat yang Diperlukan dalam Jual Beli Tanall 

Sedangkan surat-surat yang diperlukan oleh PPAT dalam rangka 

jual beli hak atas tanah adalah : 

a. Tanah yang sudah bersetitikat 

Jiks sudah bersertifikat, maka menurut pasal 39 ayat (I)  PP No. 24 I 

1937, kepada PPAT harus diserahkan asli sertifikat tanah yang 

bersangkutan, dengan melampirkan : 

1)  Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli 

2) Asli Kartu Keluarga (KK) Penjual 

3) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual suami istri 

4) Asli Surat Pembzritahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) 

5) Asli bukti pernbayaran bea Peroletian Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

6) Asli bukti pembaymn Pajak Penghasilan (PPh), jika dibutuhkan 



b. Belum bersetifikat 

Tanah bekas Hak Adat yang belum pernah didaftar, boleh dijual, tanpa 

terlebih dahulu dibuat sertifikat, kecuali kalau sebelumnya sudah ada 

kewajiban untuk diumskan sertifikatnya. Kalau tanah itu boleh dijual 

tanpa menunggu selesai sertifikaf maka menurut pasal 39 ayat ( 1 )  

huruf b PP No. 24 tahun 1997 kepada PPAT harus diserahkan : 

I )  Surat keterangan dari Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa 

hak atas tanah itu belu~n mempunyai sertifikat. 

2) Surat buktj hak tanah itu. 

Hal ini antara lain adalah tanda pembayaran pajak tanah (ipeda, 

ketitir, girik, pajak bumi). 

3) Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang 

~nembenarkan swat bukti hak itu. 

E. Metode Peuetitian 

1. Jerris Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan perangkat peraturan perundang-wdangan dan bahan hukum 

lainnya. Untuk mendapztkan data primer sebagai bahan pendukung 

dan akan dibkukan penelitian terhadap kepustakaan dan pcnelitian 

lapangan. 



2. Bahan atau Materi Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain : 

1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

3) Surat Keteratlgan Ganli Kerugian (SKGR) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang ~nernberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. 

Bahan Hukurn Sekunder terdiri dari : 

I )  Rerbagai hasil seminar tentang Tanah dan Surat Keterangan Gaoti 

Kerugian (SKGR). 

2) Berbagai kepustzkaan mengenzi Tanah dan Surat Keterangan Ganti 

Kerugian (SKCiR). 

3) Hasil penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut 

diatas. Yang terdiri dari : 

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3) Kamus Bahasa Inggris 

4) Kamus Istilah Hukum Agraria Indonesia 

5) Eerbagai majalah d m  sumt kabar 



3. Aiat dan Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen 

dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data standar. 

Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari bahan- 

bahan tersebut dipilih azas doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil 

yang diperoleh disusun daiam sebuah kerangka secara sistematis sehingga 

akan rnemudahkan dalm melaksanakan analisis. 

4. Teknik analisis dan data 

Data sekunder yslng dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut 

diaQs, kemudian discsu~t secara sistematis sehingga diperoleh gambaran 

yang inenyeluruh mengenai a m .  hukum, icaidah hukum, dan kecentuan 

hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data 

yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai 

suatu kajian yang kornprehensif, hasil analisis akan disajikan secara 

deskriptif analisis. 

F. Sisternatika Penulisan 

Unttik memudahk.an materi penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan 

sebagai berikut : 



BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rum usan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kerangka Teori 

E. Metode Penelitian 

RAB I1 PERJANJlAN DAN JUAI, BELl TANAH 

A. Perjanjian 

B. Jual Beli 

C. Jual Beli Taliah 

RAE I l l  KEBERADAAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGlAN 

(SKGR) DALAM JUAL BELI TANAH Dl KABUPATEN 

ROKAN HlLlR 

A. Keberadaan Sumt Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) h i a m  

lual Beli Tanah di Kabupaten Rokan Hilir 

6. Akibat Hukom dengan diterbitkannya Surat Keterangan Ganti 

Kerugian (SKGR) yang cacat hukurn di Kabupaten Roka~i 

Hilir. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesirnpulan 

B. Saran-saran 



BAB I1 

PERJAN JLAN BADA UMUMNYA 

DAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH 

A. Pengertian Perjanjian 

Pengaturan perjaiijian dirnulai pasal 13 13 sainpai pasal 135 1 yang 

inana nlengatur tentang resiko dari perjanjian tersebut yang terdiri atas empat 

bagian yaitu:'" 

1 . Ketentuan-ketentuan umuin inulai dari pasal 1 3 13-1 3 19 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata. 

2. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sahnya persetujuan dimulai dari 

1320-1 337 Kitab Undang-Undang 1-Iukum Perdata. 

3. Akibrt persetujuan dimulai pasal 1338-1341 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

4. Tentang Penafsiran perjanjian, mulai dari pasal 1342- 135 1 Kitab Undang- 

Undang Hukum Peradata. 

Pada prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang dibuat para 

pihak dalam koiltrak. Kontrak adaIah janji bromises). Atas dasar itu, 

subektiZ0 rnendefrnisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain ata-cl di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu. 

l9 Ibid ha1 282-287 
20 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 36 



Janji sendiri merupakan pemyataan yang dibuat olch seseorang kepada 

orang lain Yang menyatakan suatu kedaan tertentu dari aflair exist atau akan 

melakukan suatu perbuatan terte~~tu.~' Orang terikat pada janjinya sendiri, 

yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam pcrjanjian. lanji itu 

mengikat dan janii ini rnenim bulkan kewaj iban (utang) yang harus 

Menurut Sudikno Mertokusumo perjarrjian hendaknya dibedakannya 

dengan janji. W alaupun janj i itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata 

sepakat itu tidak untuk menimbulkan akihat hukum. lni bcrarti apabiia janji itu 

dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada s a k ~ i n ~ a . ~ ~  

Perjanjian menurut para sarjana: 

I .  R. Subekti 

" Perjar?jisn adahh suatu peridwa dimaria seseorailg berjanji kepada 
seseorang lain atau dimana duz orang itu saling bejanji untuk 
melaksanakin suatu ha! ."3.4 

"Pe janjian adalah suatu hubungan hukum mengenai hart. benda antar dust 
pihak, dalam mana satu pihak berjariji atau dianggap bedanji untuk 
melakukan suatu ha1 atau tidak mclakukan suatu hal, sedangkan pihak lain 
rnenuntut pelaksanaan perjanj ian 

3. Van Dunne 

"Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
yang berdaswkan kaia sepsrkat untuk menimbulkan akibat h~kurn'"~ 

-- -. 
" A-Guest, (ed), Xnsons law of Contr3cf Claredon Press, Oxford, 1979, him. 2 
22 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Buku 11, Citra Aditya 

Bakti, Banatmg, 1995, him. 146 
23 Suidikno Mertokusumo, M e n p a l  Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110 
24 R. Subekti, Hukwn Perjanjian, PT lntermasa, Jakarta, 1991, hlm 1 
23 Wirjono Projodikoro , Asm-Asm Hukum Pe+anj.?an, PI' Bale Bandun& 1989, dm 9 
26 Salim H.S, penguniar -FIuRurn Percdatc Terfulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h!m 
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Bab I[ Buku III  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Indonesia menyamakan kontrak dengan petjanjian atan persetujuan. Hal 

tersebut secara jelas terliliat dalam juduf Bab 11 Buku III KUHPerdata, yakni 

"Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Persetujuan". 

Teori Hukum perjmjian mempunyai ciri-ciri inenekankan pentingnya 

kepastian hukum dan predic~abiliy. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk 

~nemberikan kepastian tentang mengikatnya suatu pernjanjian antara para 

pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistein hokum civil Lcnv dan 

promis.~ory eslo,vpl dalam sistem hukum conrnlon LIH~ hanya dapat 

diberlakukan jika perjan-jian sudah memenuhi syarat sahnya pe ~janjian'~. 

Pasal 131 3 KUHPcrdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

perbuatan yang ter Iacli antara satu orang atau lebili rnengikatkan dirinya 

terhadap orang lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkcp dan terlalu luas 

dengan berbagai alasan iersebut di bawah ini : 

Dikatakan tidak lengkap, karenz definisi tersebut hanya mengacu 

kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dan rurnusan kalimat "yang 

terjadi antam satu orang atau Lebih mengingatkan dirinya kcpada satu orang 

atau lebih." Mengingat kelernahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agzr 

rurnusan dirubah rnenjadi : "atau dimana kedua belah pihak saIing 

rnengikatkan diri" 28 

'' Suhamoko. Hukum Pe,yian@m Teorl dan Analisa Kasus,Fajor Interprafama 
Offset,3akarta,hlm 20 

28 J. Satrio, H u h m  Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya 
Bakti. Bandung, 1995, hlm. 27 



Dikatakan terlalu luas, karena rumusan : "suatu perbuatan hukum" 

dapat mencakup perbuatan hukum +aakwaarnerning), pcrbuatan melawan 

hukum (onrechtrnatigedaad). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat 

timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu 

perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang 

benvujud ganri rugi kepada orang yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum 

jelas tidak didasarkan atau timbul dari pejanjian.29 Perjanjian kawin dalam 

hukum keluarga atau perkawinan pun herdasarkan rumusan perjarljian dalam 

Pasal 13 13 KUHPerdata tersebut dapat digolongkan sebagai 

perjanjian.30 

Menurut pasal 13 13 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya lerhadap satu orang 

lain atau lebih lainnya. 

Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum pe rjanjian 

(law of contract). Pe janjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara 

lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang 

dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya 

polis pertanggungan. 

Diri pengertian perjanjian diatas, maka dapat kita lihat unsur-unsur 

dari perjanjian itu, yakni3' : 

a. Ada pinak-pihak, sedikit-dikitnya aua orang. 

Pihak-pihak ini disebut subj ek perjanj ian. Subjek perjanjian ini dapat 

29 Ibi, hlrn. 24 
30 Mariam r)ilrus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18 

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatun (Bandung Alumni, 1982, hlm 77-79) 



berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian ini hams 

mampu atau benvenang melakukan perbuatan hukum seperti yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu. 

Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu 

tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak 

yang lainnya. 

c. Ada tujustn yang akan dicapai. 

Tujuan mengadakan perjanjian terutaina untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak itu. kebutuhan maria hanya dapat dipenuhi jika mengadakan 

perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifab~ya tidak boleh bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tldak dilarang oleh undang- 

imdang. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 

Prestasi merupakan kewajiban yang hams dipenuhi oleh pihak-pihak 

sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban 

membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 

Bentuk ini periu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang 

bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perianjian mernpunyai 

kekuatan mengikat dm kekuatm bukti. Bentuk tertentu itu biasanya 

berupa akta. 



f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari 

syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. 

J .  ~ a t r i o ~ ~  membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam 

arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat 

hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para 

pihak, termasuk didalarnnya perkawinan, perjanjian kawin. dan lain-lain. 

Dalam arti sempit, perjanjian hanya dituj ukan kepada hubungan-hubungan 

huku~n dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana diatur Buku 111 

KUHPerdata. 

B. Asas-Asas Perjanjian 

Hennrj F. Panggabear; mefiyatakan bahwa pengkajian asas-asas 

perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang- 

nndang rnengenai sahnya perjanjian. t'erkembangan yang terjadi terhadap 

suatu ketentuan Undangundang akan lebih mudah dipahmi setelah 

mengctahui asas-asas yang berkaitan dengan rnasalah t e r s e b u ~ ~ ~  

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan 

ketentuan hukum (rechtsgels) szbagai berikut :" 

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sisrem. Asas-asas itu tidak 

hanya mempengaruni hukum positif; tetapi juga dalam banyak hak 

32 J. Satrio, op.cit .... buku I, hlrn 28 - 30 
33 Henry P .  Panggebean, Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandighe&n) 

sebagrti a!asan (baru) uMuk Pem.batg!ar: Perjanjia~~ (Berbagai Perkembangan Huhm di 
Belanda);M~sty, Yogyakarta, 1999, hlrn. 7 

Ibid. 



rnenciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas- 

asas; 

2. Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem check and 

balance. Asas-asas ini sering rnenunjuk kearah yang berlawanan, apa yang 

kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh 

karena menunju k kearah yang berlawanan, maka asas-asas ilu sal ing 

kekang rnengekang, sehingga ada keseimbangan. 

Sistem pengaturan htikurn perjanjian yang terdapat di dalam Buku Ill 

KUHPerdata merniliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap 

(aan~ullenrecht~~ uatr oprional Inw). Dengan karaktcr yang demikian. orang 

boleh menggunalian atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di 

dalam Buku 111 KUHPerdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat 

mengatur sendiri yang men-jimpang dari ketentrran Buku I l l  KUliPerdata. 

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian 

untuk meiakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. 

Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : 

1. Semua pejanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah beriaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang rcembuatnya; 

2. Perjanjian itu tidak dapat ditark kcmbali sclain dengan kata sepakat 

keduabe!ah pihak atan kalena alasan undang-undang ymg dinyatakan 

cukup untuk itu; dan 

3. Perjanjian tersebut harm dilaksanakan dengan iktikztd baa. 



Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata 

sebagai berikut : 

I .  Asas konsensualisme: 

2. Asas, faca sunt servanda 

3. Asas kebebasan berkontrak: dan 

4. Asas lktikad baik. 

Sudikno Mertokusumo rnengtijukan tiga asas perjanjian yang dapat 

dirinci sebagai berikut :" 

1. Asas konsensualisnie. yakni suatu persesuaian kehendak (berhuhungan 

dengan lahimya suatttu perjanj ian); 

2.  Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat 

perjanj ian: dan 

3 .  Asas kebebasan berkonti-ak (be-rhubungan dengan isi pe janjian). 

Asas yang sarna juga dikernukakan Ridwan Khairandy. 

h4enurut Ridwan hu kum perjanjian mengenal tiga asas perjanj ian yang 

saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  

1.  Asas konsensualisme (the principle of consensualism); 

2. Asas kekuatan mengikatnya konmk {the legal binding of contract); dan 

3. Asas keWisan berkontrak (the prificiple of9eecdorn of contruct). 

3S lbid 
36 Ridwan Khairandy, 1999, et nl, Pe)~gtlniar HuKirnz Perdda Inferrpa~io~al~ hsat  SwCi 

Hukum Fakultas Hukum Uil  - Gamma Media, Yogyakarh 2004, htm. 27 



Berbeda dengan uraian di atas, Nieuwenhuis mengajukan tiga asas 

perjanjian yang lain, yakni: 

1. asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum 

yang mereka pilih (asas kemauan bebas); 

2. asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang d itimbu lkan dari 

perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad 

bai k); dan 

3. asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu 

penjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (rechisregel) yang telah 

ada, walaupun ada kebebasan berkontrak. 

Terhadap adanya perbedaan unsur-unsur asas-asas perjanjian 

tersebut di atas, Nieuwenhuis memberikan penjelasan sebagai 

b e r i k d 7  

1. hubungan antara kebebasan kricontrak dan asas otonomi berada dalam 

keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat 

perjanjian; dan 

2. perbedaannya adalah menyangkut pembenaran dari keterikatan 

kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam pembenaran 

mengenai ada tidaknya keterikatan kontraktual. Suatu kekurangcn dalam 

otonomi (tidaicnya persetujuan fioesteming), misbruik omstandingheiden) 

digunakan sebagai dasar untuk pembenaran ketiadaan dan keteriicatan 

kontraktual. 

37 Henry Panggabean, op.cit, hlm. 8 



Menurut Henry P-Panggabean, perkembangan hukum perjanjian, 

misalnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan (Nieuwe) Burgerlijk Wetboek 

atau BW (Baru) Negeri Belanda. Perkembangan itu justru menyangkut 

penerapan asas-asas hukum perjanjian yang dikaitkan dengan pmktik 

peradilan?R 

Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum 

perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku 111 KUHPerdata. 

Bahkan menurut Rotten, hukum perdata, khususnya hukurn perjanjian. 

Seluruhnya didasarkan pada atas kebebasan be rk~n t rak .~~  Asas kebebasnn 

berkontrak yang dianut hukum lndonesia tidak lepas kaitannya dengan 

Sistem Terbuka yang dianut EA6 I11 KUl-Rerdata rnerupskan hukum 

pelengkap yang botch dikesampingkan oleh para pihak yang melnbuat 

perjanjian. 

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan 

perjanjianpe janjian baru yang dikenal daIam Perj anjian Bernama dan 

isinya menyirnpang dari Pejanjian Remnatna yang diatur oleh undang- 

~ n d a n g . ~  

Ibid, hlrn. 9 
39 Purwahid Patrik, op.cit, htm. 3 
49 J. Satrio, Hukum Perikatan, PeriAatan Pada Umumrrya, Alumni Bandung, 1993, hlm. 

36 



Sutan Renmy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas 

kebebasan berkontrak sebagai berik~t:~ '  

1 .  kebebasan untuk rnembuat atau tidak membuat perjanjian; 

2. kebebasan untuk memiliki dengan pihak siapa ia ingin membuat 

perjanj ian; 

3. kebcbasan untuk rne~niliki culcsa perjanjian yang akan dibuatnya; 

4. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; 

5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanj ian 

6. kebebasan untuk menerima atau lnenyi~npangi ketentuan undang- 

undang yang 

bersifat opsional (aanvztlkn - optionaI). 

Asas kebebasan beikontrak ini  bersifat universal, artinya berlaku 

juga dalaln berbagai sistcm hckum perjznjiarl di negara-negara lain dan 

rnemi liki ruang lingkup yang sania. 42 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan 

berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dirnuat 

secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. 

Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 

menceminkan tipe pe janjian pada. waktu itu yang berpijak pada Revolusi 

Perancis, bahwa individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat 

ifii menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk mengikat 

diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak 

4 1 Sutan Remy Sjahdcini, opdt, h!m. 47 
4' Ibid 



terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai 

undang-~ndan~ . "~~  

Hukum Romawi sendiri tidak mcngenal adanya kebebasan 

berkontrak. Menurut Hukum Romawi, untuk membuat suatu perjanjian 

yang sempurna tidak cukup dengan persesuaian kehendak saja, kecuali 

dalarn empat hal, yaitu: perjanjian jual beli, sewa-menyewa, persekutuan 

perdata, dan memberi beban atau perintah (ImfgevinR). Selain keempat 

jenis perjanjian itu semua perjanjian harus dilakukan dengan syarat-syarat 

tertentu yang disebut causes civilis oligandi, yaitu untuk rnencapai 

kesepakatan harus disertai dengan liata-kata suci /verhi.Q disertai &ngan 

tulisan tertentu (litet-is) dan disertai pula penyerahan suatu benda (re).4" 

Jadi, konsensus atau persauaian kehendak saja belurn cukup unttik 

terjadinya perjailjian. Tsiapi ksmudian dalan petkenbangm lebih lanj~it 

telah terjadi dala~n Hukum Kanonik dengan suatu asas, bahwa setiap 

perjanjian mes!upun tanpa kntuk tertentu adalah mengikat para pihak, 

yang disokong oleh moral agama Nasrani yang menghendaki bahwa kata- 

kata yang telah diucapkan Tetap dilaksanakan. Dengan dcrnikian 

kebebasan berkontrak telah dimutai &lam hukum ~ a n o n i k f  

Dalam perkernbangannya, krnyata hbebasan berkontrak dapat. 

menimbulkan ketidakadila~, karena untuk rnencapai asas kebebasan 

berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining posirion) para 

pihak yang seimbang. Dalarn kenyataannya ha1 tersebut sulit (jika 

43 Puntahid, Patrik, ap.cit, hlm 4 
44 I bid 
4S lbid 



dikatakan tidak mungkin) d ijurnpai adanya kedudukan post Si @war yang 

betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang rnerniliki posisi tawar yang 

lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang 

demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti 

kchendaknya dalarn pcrumusan isi pcrjanjian. h l a m  keadaan demikian, 

pemerintah atau negara seringkali melakukan lntervensi atau pembatasan 

kebebasan bekontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak jiang lemah. 

Pembatasan tersebut &pat dilakukan melalui peraturan perundang- 

undangan dan putusan pengadilan. 

Pasal 1320 KUHPerdata sendin' sebenamya membatasi asas 

kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyamtan sahnya perjanjian 

yang harus memenuhi kondisi : 

a. adanya persetujuan atau hta sepakat para pihak: 

b. kecakapan untuk mernbuat perjanjian; 

c. adanya objek tertentu: d m  

d. ada kausa hukum yang halal. 

Dinegara-negara dengdn sistem common law, kebebasan 

berkontrak juga dibatasi melalui peraturan Perundang-undangan dun 

public policy. Hukum ppe janjian lndofiesia juga mem batasi kebebaszln 

berkontrak dengan ketentuan undang-undang, ketertiban urnum, dan 

bsusilaan. pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam 

pcrjanjian. Berdasar Pasal 133? KUHPerdata suatu kausa dapat menjadi 

terlarang pabila dilarang oleh undang-mdang, kesusilam, dan ketertiban 



umum. 

Seiain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat 

bcberapa ha1 yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan 

berkontrak, yakni:46 

a. makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mina iktikad baik tidak 

hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada 

saat perjanjian dibuat; dan 

b. rnakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalatn kontrak 

(mi.shruik vun omsrandigheden, undue injluence) 

Selain kedua ha1 di atas. Setiawan mencatat dua ha1 lagi yang dapat 

membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjan-jian yang 

dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar rake it 

or leave. l>i sini tidak ada kesempatan hati debitor untuk turut serta 

menentukan, isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan perundang- 

undangan dibidang ekonomi tarut membatasi ~ebebasan berkontraic. 

Peraturan yang demikian itu merupakan mandatory rules of a public 

nature. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan 

perjanjian di luat adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah 

dikenal dalam hukum perjanjian.47 Contoh dari peraturan perundang- 

undangan di bidang hukum ekonoml yang membatzi kebebasan 

berkontrak adalah undangundang Konsumen. 

4kidwan Khairandy, op.cif hlm. 3 
47 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, 

hlm. 179 



2. Asas Konseasualisme 

Perjanjian hams didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari 

pihakpihak yang rnembuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, 

pejanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau 

pcrsesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian 

~ersebui.~ 

Berdasarkan atas konscnsualistne itu. dianut paham bahwa sumber 

kewajiban kontraktual adalah bettetnunya kehendak fcclnvergellce of wilI.I;, 

atau konsensus para pihak yang membuat kontrak." 

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrsk 

Dasar teoritik rnengikatnya kontrak bayai para pihak yang 

umumaya diar~ut Cinegara-negar~ civil law dipengaruhi oleh hulcum 

Kanonik. Hukum Kanonik dirnuiai dari disiplin penitisiai bahwa setiap 

janji itu mengikat. Dari sinilsh kernudian lahir prinsip pacta suni 

scrvanda. Menurut asas ini kesepakatan para ppihak itu rnengikat 

sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak yang 

Dengan adanya janji tirnbuf kemauan bagai para pihak untuk s l i n g  

berprestasi, ada kemauan untuk saling rnengikatkan diri. Kewajiban 

kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihnk untuk secara bebas 

48 Ridwan Xhairandy, op.cit, hlrn. 27 
49 Ibid, hlm. 82 
50 Ibid, hlm 28 



Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan 

kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar 

kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan herdasar kata 

sepakat." 

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan 

itu rneniinbulkan kekuatan tnengikat perjanjian sebagaiinana layaknya 

undang-undang (yczcia sunt sen~nnria). Apa yang dinyatakan seseorang 

dalarn suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang 

menjadi kekuatan lnengikatnya pejiiliian ini bukan kewajiban moral, 

tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib dita~tti.'~ 

C. Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjiafi yacg ssh artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang 

tetah ditentukan oleh undang-u~~dailg, sehingga ia diakui oleh huitum (legally 

concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syaist- 

syarat sah perjanjian ada1ahj3 : 

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian 

(consensus). 

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak 

mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Persetujuan kehendak itu 

sifatnya bebas, artinya betul-betui atas kemauan sukarela pihak-pihak, 

tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalarn pengertian 

51 Ibid, klm 29 
52 Ibid 

53 lbid, halaman 88-89 



persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan 

(pasal 1 32 1, 1322, 1328 KUH Perdata). 

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilahn, 

penipuan) ialah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada 

hakim. 

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (uaptrcity). 

Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa tidak 

cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang 

ditaruh dibawah pengampwn, dan wanita bersuami. Tentang belum 

dewasa, pada u~numnya orang dikatakan telah dewasa apabila sudah 

mencapai 2 1 tahun atau sudah kawin walaupun belun~ 2 1 tahun. Tentang 

orang yang berada dibawah pengampuan, perbuatan hukum yang 

dilaku kannya hams diwakili oleh wali rnereka. Tentang wanita bersuami, 

menurut hukum nasional sekarang sudah dinyatakan cakap mefakukan 

perbuakn hukum, jadi tidak perlti iagi izin suaminya. 

Selaian kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan mern buat 

perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila ia mendapat kuasa &ri 

pihak ketiga untuk melakukam perbuatan h u k m  tertentu, dalam ha1 ini 

membuat perjanjian. 

Akibat hukum ketidakcakapan atau ketidakwenangan rnembuat perjanjian 

adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakarc penibatalannya 

kepada hakim. 



c. Ada suatu ha1 tertentu (a certain subject matteri). 

Suatu ha1 tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang 

perlu dipenuhi dalam suatu pejanjian, rnerupakan objek perjanjian. 

Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya &pat ditentukan. 

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya 

adalah untuk n~enetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika 

tirnbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur, 

sehingga perja~~jian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada 

objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi 

hukurn. 

d. .Ada suatu sebab yang haiai (legal cause). 

Undang-undang tidak memperdulihn apa yang rnenjadi sebzb orang 

mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang- 

undang ialah isi perjanjian itu, yang ~nenggambarkan tujuan yang dicapai, 

apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertm-ntangan 

dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak 

Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak bertentangan dengaa keartiban umum dan 

kesusilaan (pasal 1337 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian 

yang berisi causa yang tidak halal ialab 'oahwa perjanjian itu batal demi 

hukum. 



D. Subyek dan Obyek Perjanjian 

a. Subjek Perjanjian 

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait 

dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 golongan yang 

tersangkut pada perjanjian, yaitu : 

1 )  Para pihak yang rnengadakan perjanjian itu sendiri. 

2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya. 

3) Pihak ketiga. 

Pada dasar~iya suatu perjan-jian berlaku bagi pihak yang mengadakan 

perjanjian itu. Azas ini merupakan azas pribadi (pasal 1 3 15 jo 1340 KUH 

Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat 

pihak ketiga (pasal 13 1 7 KU H Perdata). 

Pasal 13 18 KlJH Perdata menyebutkan bahwa apabila seseorang membuat 

sestiatu perjanjian, nlaita orang iersebut dianggap mengadakan perjanjian 

bagi ahli weris dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.54 

b. Objek Perjanjian 

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwep) tertentu, 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat 

berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan adz. Antaia lain adalah 

sebagai berikut : 

i )  Barang-barang itu adalah barang yang dapat diperdagzngkan. 

54 Mafiarn Dams Badru! Zaman, Aneka HuRwn Bisnik ( Baridung, Alumni, 1994, hlrn 
76-78) 



2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain 

adalah jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan 

sebagainya tidaklah dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. 

3) Dapat ditentukan jenisnya. 

4) Barang yang akan datang, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 

1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek suatu perjanjian. 

5) Objek perjanj ian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1333 KUH 

Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu 

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

6) Bahwa barang yang akan ada, seperti yang disebutkan dalam pasal 

1334 KUH Perdata bahwa barang-barang yang baru akan ada 

dikemcdian hari dapat menjadi pokok suztu perjanjian, tetapi tidaklah 

diperkenalkan untuk meiepaskan suatti warisan yang belum terbuka, 

ataupun meminta untuk diperjaigikan sesuatu ha1 meilgenai warisan, 

sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan 

warisan yang menjadi pokok perjanjian, dengan tidak 

mengurangi ketentuan-ketentuan pasai 169, 176 dan 178 KUH 

perdata." 

" Mariam Darus Badrul Zaman, Kompilasi Hukum Perikaian (Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2001, ha1 79-80) 



E. Jual Beli 

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak 

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik asas suatu 

barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar 

harga yang terdiri atas se.jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak 

milik tersebut.'' 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata). 

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat 

bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan 

kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. yang dalam hal in i  

ter~u-iud dalam bentuk penyerahar. kbendaan yang dijual oleh penjua!, dan 

penyerahan uang oleh pem beli kepada penj ual. 

Dalam ha1 ini, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hilkum 

perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukurn perikatan57. Dikatakan demikian 

karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah 

pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan 

pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual 

beli acrupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam 

benhrk pwyerahan kebendaan yang dijilal oleh pe~jual, dzn penyerahan uang 

oleh pembeli kepada penjual. Walau demikian, meskipun bersisi dua, KlTH 

" R Subeki, Aneka Pe janjian, Citra Aditya B&i, Bandung, 1999, hlm. 1 
57 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004, 

hlm 7) 



Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mat% yaitu 

dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing 

pihak secara bertimbal balik satu terhadap lainnya. Dan karena itu pulqmaka 

jual beli dimasukkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. 

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 

dinamakan menjual. sedangkan dari pihak yang lain dina~nakan membeli. 

lstilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai 

dengan istilah Belanda kook en verkoop yang juga mengandung pengertian 

bahwa pihak yang situ verkoopt (menjual) sedang yang lainnva koopr 

(membeli). 

Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-- 

tidaknya dapat ditentukan wujud dalam jumlahnya, pada saat ia akan 

diserzhkan hak miliknya kepada pembeli: 

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai 

dengan azas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W. Perjanjian 

jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai 

barang dan harga, begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, 

maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat Konsensual dari jual beli 

tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUWerdata yang berbunyi: "Dual beli 

dianggzp sudah terjadi antara kedua helah pihak seketika setelah mereka 

rnoncapai sepakat ientarig barang dar. harga, meskiplun barang itu beltlm 

diserakan maupun harganya belum dibayar". 



Konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti 

kesepakatan, dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak 

yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang 

dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. 

Kedua kehendak itu berte~nu dalam "sepakat" tersebut. Menurut R. Subekti, 

asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang 

mengatur syarat-syarat sahnya suatu penjanjian dan tidak dari pasal 1338 (1) 

dimana pasal 1335 (1) tersebut berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" 

Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjlan yaitu 

kekuatan yang sama dengan suatu i~ndang-undang." 

Azas Konsensualisme yang terkandung dalam pasal 1320 BW jika 

dihubungkan dengan pasal 1338 (I)  BW tampak jelas dari perumusan- 

perumusan berbagai macam perjanjian. Jika kita ambil pe rjanjian yang utama 

yaitu jual beli, maka konsensualisme itu menonjol sekali dari perumusannya 

dalam pawl 1458 B W yang berbunyi "jual beli itu dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar. 

KUHPerdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya 

obligatoir, artinya Saru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal baiik. 

Sistern ini menimbulkan hak pada penjual serta kewajiban pada pembeli, dan 

58 R. Subekti, op cit, hlm. 2. 



secara bersamaan menimbulkan hak pada pembeli serta kewajiban pada 

penjual. 

Gambaran jelas tentang ha1 ini dapat kita lihat pada pasal 7 UU No.25 

Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen. Dari ketentuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada dasamya konsumen sebagai pembeli berhak untuk 

menguji dan atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan atau 

garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan, dengan ketentuan 

bahwa yang dimaksud dengan tertentu adalah barang yang dapat diuji dan 

dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 

Sehubungan dengan ha1 diatas, pasal 1463 KUH Perdata menyatakan 

bahwa jual be1 i yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang- 

barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat 

dengan syarat tangguh. 

Secara umum, KLlH Perdata memang tidak melarang setiap orang 

urituk membuat perjanjian dengan pihak lainnya mengenai segala sesuatu, 

selama dan sepanjang ketentuan yang digariskan dalam pasal 1320 KUH 

Perdata dipenuhi. Walau demikian untuk menegakkan kembali prinsip 

persatuan harta sebagaimana diatur dalam buku I KUH Perdata, dan untuk 

mencegah terjadinya benturan kepentingan yang akan merugikan pihak 

tertentu, khususnya penjual, karena memungkinkan terjaditiya 

penyalahgunan wewenang, maka diberikanlah batasan berupa larangan untuk 

melakukan jual beli. Larangan untuk melakukan jual beli tersebut diatur secara 

khusus dan tegas dalam KUH Perdata, yang dimulai dari ketentuan pasal 1467 



hinga 1470 KUH Perdata. 

Dari 4 pasal yang mengatur tentang ha1 tersebut, ada 3 ha1 pokok yang 

dapat dikemukakan, yaitu59 : 

(a) Ketentuan pasal 1467 KUH Perdata berbicara soal jual beli antara 

suami isteri yang terikat dalam persatuan harta karena 

perkawinan. 

(b) Ketentuan pasal 1468 dan pasal 1469 KUH Perdata berhubungan dengan 

pelaksanaan jabatan pemerintahan atau kenegaraan atau suatu hubungan 

huku~n tertentu. 

Dalam pasal 1468 KUH Perdata larangan diberikan karena dikhawatirkan 

dapat mengganggu pelaksanaan tugas dari para pemegang jabatan tersebut 

secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun juga. 

Sedangkan iarangan dalam pasal 1469 lebih ditujukan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan weweliang oieh pejabat yang bertugas. 

(c) Ketentuan pasal 1470 KLlH Perdata melarang atau menghindari 

kemungkinan terjadinya pemanfaatan keadaan yang dikhawatirkan akan 

merugikan kepentingan dari pihak terhadap siapa suatu kebendaan akan 

dijual. 

Oleh karena itu pcrlu ciijabarkan apa saja yang merupakan hak dan 

kewajiban penjual dan dipihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban 

gembeli, sebagai akibat dari perjardian yang dibilat dar. disepakati oleh cian 

antara para pihak yang bersangkutan. 

- 
59 Ibid, halaman 116 



1. Hak dan Kewajiban Penjual 

Apabila kesepakatan pihak penjual dan pembeli telah tercapai 

maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Yang 

menjadi hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya 

dari pihak pembeli. 

Disamping itu, ada juga hak penjual yang lainnya, yaitu antara lain: 

a. Menuntut pembatalan jual beli jika si pembeli tidak menepati janji; 

b. Terhadap barang-barang dagangan dan barang-barang perabot 

si pen-jual dapat membatalkan melalui hakim bila pada waktu 

yang dijanjikan tidak mcngambilnya (Pasal 1518 

KUHPerdata). 

c. Hak reklame, yaitu hak penjual untuk menuntut pengembalian benda 

Sergerck yang, tclah dijual dan diserahkannya kepada pembeli dimana 

pembzli harus membayar sebagian atau belum membayarnya sama 

sekali sedangkan pembeli tidak memenuhi janji (Pasal 1 145 

KUHPerdata) 

Sedangkan kewajihan pihak penjual adalah sebagai berikut : 

a. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut. 

b. Menyerahkan barang 

Periyerahan adalah suatu pemindahan barang yaqg telah dijual ke 

dalam kekiasaan dan kepinyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan 

barang yaitu : 

a. Penyerahan barang bergcrak cukup dengan menyzrahkan kekuasaan 



atas barang tersebut; 

b. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik 

nama pada pejabat yang berwenang; 

c. Barang tak bertubuh dengan cam cessi. 

Masalah biaya dan tempat penyerahan ditentukan sebagai berikut : 

a. Biaya penyerahan dipikul oleh Si penjual, sedangkan biaya 

pengambilan dipikul oleh si pembeli, kecuali diperjanj ikan lain, dan 

b. Tempat penyerahan dilakukan di tempat dimana barang yang dijual 

berada, kecuali diperjanj ikan lain. Pengecual ian dari kewajiban 

penyerahan ini apabila pembeli belum melunasi harga barang secara 

total kepada si penjual. 

c. Kewajiban menanggung pembeli. Kewajiban rnenanggung dari si 

penjual kdalah dimaksudkan agar penguasaan bends secara aman dan 

tentram, dan adanya carat barang-barang tersebut secara terseinbunyi 

atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk 

pembatalan. 

d. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh 

mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang. segala 

apa yang, telah dikeluarkan oleh pembeli. segala biaya yang, telah 

dikeluarkan untuk barangnjla atau semata-mata untuk perhiasan atau 

kesenangan. 

e. Wajib menanggung terhadap carat tersembunyi, meskipun ia sendiri 

tidak mengetahui adanya carat tersebut kecuali telah diperjanjikan. 



f. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual 

mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta 

mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli. 

g. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui 

adanya cacat tersebut. 

h. Jika barang yang di jual lnusnah disebabkan karena cacat tersembunyi, 

maka kerugian dipikul oleh penjual dan diwajibkan mengembalikan 

uang harga pembelian dan kerugian. 

Mengenai pengertian cacat tersembunyi ini tidak diatur dalaln 

KLlHPerdata, tetapi merupakan penafsiran secara contrario (bertolak 

belakang) dari ketentuan pasal 1505 KUHPerdata yang lnenyatakan bahwa 

si penjual tidak wajib nlenanggung terhadap cacat yang kelihatan yang 

dapat diketahui sendiri olzh si pembeli. 

Selanjutnya Pasal 1506 KUHPerdata menyatakan bahwa sipenjual 

diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunvi meskipun ia sendiri 

tidak mengetahui tentang adanya cacat itu kecuali jika ia dalam ha1 yang 

sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan 

menanggung sesuatu apapun. 

2. Hak dan Kewajibaa Pernbeli 

Hak pembeii adalah menerima barang ;rang telah dibelinya, baik 

secara nyata maupun secara yuridis. Disamping itu pembeli juga berhak 

menuntut kembali dari si penjual, yaitu : 



a. Pengembalian uang harga pem belian; 

b. Pengembalian hasil-hasil; 

c. Maya berkenaan dengan gugatan; 

d. Ganti rugi serta biaya perkara. 

Sedangkan kewajiban dari pernbeli, yaitu membayar harga barang 

menurut jumlah, tempat dan waktu yang ditetapkan dalam perjanj ian. 

Andai kata mengenai tempat dan waktu yang dijanjikan tidak ada, maka 

pembeli harus ~nernbayar pada waktu dan tempat dimana barang 

diserahkan. 

3. Peralihan Hak Dalam Perjanjian Jual Beli 

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata jual beli dianggap telah terjadi 

antara penjual dan pernbeli seketika setelah kedua belah pihak rnencapal 

kata sepakat mengenai suztu benda walaupun benda itu belum diserahkan 

dan j uga harga belurn dibayar. 

Dalam perjanjian jual beli, prestasi satu pihak haruslah uang. Jika 

prestasinya bukan uang berarti perjanjian itu bukan jual beli tapi tukar 

menukar. 

Pasal 1453 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik atas benda 

yang dijual tidak otomatis Serpindah kepada sipembeli jika belum 

di!akukan penyenhan bencia sesuai dengan keteiltuan penyerahan Fasal 

6 1 2,6 13 dan 6 16 KUHPerdata. 



Pasal 6 12 KLIHPerdata mengatur tentang penyerahan benda 

bergerak bertubuhherwujud, demikian pula Pasal 613 mengatur tentang 

penyerahan benda bergerak tidak bertubuh. Pasal 616 KUIIPerdata 

mengatur tentang penyerahan benda tetap. 

Dari definisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 612, pasal 

613 dan pasal 616 KUH Perdata jika diuraikan lebih lanjut, penyerahan 

yang dimaksudkan adalah penyerahan atas dua hal, yaitu penyerahan 

penguasaan atas barang dan penyerahan hak milik atas barang. Harga yang 

dimaksud berupa sejumlah yang yang merupakan im balan atas barang 

yang telah diterima dan diserahkan oleh penjual ke~adanya.~'  

Hak ysng timbul dari suatu kontrak dapat dialihkan kepada pihak 

lain. Pengadilan hak dari kontrak atau piutang, atau yang sering disebut 

dengarr "cessie" diatur dan dibenarkan oleh KUi-IPerdata. Aksn tetapi, 

terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang 

lain, tidak mungkin dapat dialihkan, karenz ha1 tersebut bertentangan 

dengan ketertiban umum. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengalihan hak yang terbit dari 

suatu perjanjian, maka dapat dilihat pasal 613 KUHPerdata yang 

rnenyatakan sebagai berikut : 

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebet~daan tidak 

tiertubuh lainuya, dilakukan dengan jalan membuat seblrah akta otentik 

ztau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu 

60 I.G. Rai Widjaya, merariang Suatu Kontrak, Kesaint Balnc, Jakarta, 2003, hlm. 151. 



dilimpahkan kepada orang lain. 

Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tidak ada akibatnya, 

melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara 

tertulis disetujui dan diakuinya. 

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan 

penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk 

d i lakukan dengan surat disertai dengan endosemen". 

Pada hakikatnya, cessie hanya merupakan salah satu model 

levering (pengalihan hak), disamping model-model peralihan hak lainnya. 

Dalam hukum dikenal beberapa model peralihan hak, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Cessie untuk peralihan piutang atas nama 

b. Endosemen untuk peralihan hak atas tagihan atas pengganti (aan order) 

c. Penyerahan fisik surat hutang untuk peralihan hak atas tagihan atas 

bawa (aan toonder). 

d. Penyerahan fisik benda bergerak untuk peralihan hak atas benda 

bzrgerak. 

e. Balik nama dokumentatif untuk peralihan hak atas benda tidak 

Kebendaan menurut Undang-Undang adalah tiap-tiap barang dan 

tiap-tiap hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. L)i dalam buku kedua 

KUHPerdata tentang kebendaran, diatur tentang cara membeda-bedakan 

61 Munir Fuady, Hekum Konwak ( h i  Sudut Pmdang Huktrm Bisnis), PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung 2003, hlm. 155. 



kebendaan, yang dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu : 

a. Benda bergerak 

b. Benda tidak bergerak; dan 

c. Benda tidak bertubuh 

Cam penyerahan ketiga macam benda tesebut diatur secara 

berbeda-beda oleh undang-undang sehingga dikenal tiga macam cam 

penyerahan hak ~nilik sesuai dengan jenis atau macam benda yang 

diserahkan ; 

a. Apabila itu adalah benda atau benda bergerak, penyerahannya cukup 

dengan cara menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut. Artinya, 

menyerahkan barang tersebut secara nyata sehingga kepemilikan atas 

benda itu juga beralih, kecuali penyerahan benda-benda tidak 

bertubuh. 

Menurut undang-undang (pasal 612 BW), penyerahan kebendaan 

bergerak kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahar~ 

yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau 

dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, tempat kebendaan itu 

berada. Dalam ha1 ini, penyerahan hanya dilakukan secara simbolik 

yang disebut dengan traditio clavium, yaitu penyerahan kunci karena 

kepemilikan barang dalam gudang atau warehouse yang harus 

ditransfer kepada pembeli. 

Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yacg harus 

diserchkan, dengan alasan hak lain, sudah diicuasai oleli orang yang 



hendak menerimanya. Ini disebut ttraditio brevi manu, yaitu 

penyerahan tidak langsung apabila dia yang sudah memegang 

kepemilikan atas suatu barang atas nama orang lain dan menyetujui 

sejak itu dia akan memilikinya atas nama sendiri. Dalam ha! ini, 

penyerahan dan penyerahan kembali tidak diperlukan. 

b. Apabila benda tidak bergerak, khususnya mengenai tanah 

pengalihannya di lakukan dengan balik nama berdasarkan ketentuan 

baru, yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang- 

Undang Pokk Agraria (UUPA) yang mencabut berlakunya peraturan 

lama mengenai tanzh yang termuat dalam Buku Kedua KUHPerdata. 

Berdasarkan Peraturan Pe~nerintah Nomor 10 Tahun 196 1 dan yang 

telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah yang mcrupakan peraturan pelaksanaan dari 

UUPA menentukan bahwa jual beli tanah hams dibuktikan dengan 

suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta 

Tanah atau disingkat PPAT. 

c. Apabila barang tidak bertubuh, penyerahan dilakukan dengan cara 

cessie, yang diatur dalam Pasal6 13 KLMPerdata.62 

Mengenai cara perolehan hak milik tersebut, Kitab Undang- 

Undacg Hukum Ferdata antara lain Pasal584 menyatakar! : 

"Hak rnilik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan 

cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena 

- 

62 1.G Rai Widjaya, op cit, hlm. 154. 



kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang 

maupun menurut surat wasiat dan karena menunjukkan atau 

penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata atau 

memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak 

berbuat bebas terhadap kebendaan itu" 

Didalam perjanjian jual beli, penjual memiliki dua kewaj iban, 

yakni : 

a. Kewaj iban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. 

Kewajiban ini meliputi perbuatan yang menurut hukum diperlukan 

untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu 

dari penjual kepada ~ e m b e l i . ~ ~  KUHPerdata mengenal tiga macam 

barang yaitu : 

1 )  Barang bergerak penyeraharinya cukup dengan penyerahan 

kekuasaan atas barang itu. 

2) Untuk bamag tetap (tak bergerak) dengan perbuatan balik nama 

dimuka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik 

nama atau pegawai penyimpan hipotik. 

3 )  Barang tak bertubuh penyerahannya dengan perbuatan yang 

dinamakan Cessie sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW yang 

berbunyi : "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan 

kebendaan tak bertubh lainnya dilakukar~ dengan membuat sebuah 

akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas 

63 Ibid. hlm. 9. 



kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain". KUHPerdata 

menganut sistem bahwa pejanjial jual beli itu hanya bbobligatoir" 

saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan 

kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak penjual dan 

pembeli yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk 

menyerahkan hak mil ik atas barang yang d ijualnya sekaligus 

memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga 

yang telah disetujui dan dipihak lain meletakkan kewajibannya 

kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan 

haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang 

dibelinya. 

b. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung terhadap 

cacad-cacad tersembunyi (Vrijwaring, Warranty) 

Kzwajibhn untuk menanggung kenikmaian tenteram merupakan 

konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberiken kepada 

pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah sungguh- 

sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan 

dari suatu pihak Hukum Perjanjian itu pada asasnya merupakan hukum 

pelengkap. Kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-janji khusus 

memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang seperti disebutkan diatas bahkan mereka 

diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa sipenjual tidak akan 

diwajibkan menanggung sesuatu apapun, narnun ada pernbatasannya, 



yaitu : 

1) Meskipun telah diperjanjikan bahwa siperljual tidak akan 

menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggungjawab 

apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan 

olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini batal. 

2) Penjual dalam ha1 adanya janji yang sama, jika terjadi suatu 

penghukuman terhadap pembeli untuk menyerahkan barangnya 

kepada orang lain, diwaj ibkan mengembal ikan harga pembelian, 

kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, 

mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan 

barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu 

dengan pernyataan tegas akan me~nikul sendiri untung ruginya 

(Pasal 1495) 

Sebaliknya jika dijanjikan penanggungan, pembeli berhak dalam halnya 

suatu penghukilmsn untuk menyerah~an barang yang dibelinya kepada 

seorang lain, menuntut kembali dari penjual berapa : 

a. Pengembalian uang harga pembelian. 

b. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil 

itu kepada pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan. 

c. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan pembe!i untuk 

ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh per?ggugat 

awl. 



d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan 

penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli. 

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi 

dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad- 

cacad tesembunyi pada barang yang di-jual yang membuag abang tersebut 

tidka dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, sehingga jika 

pembeli mengetahui cacad-cacad tersebut, ia sama sekali tidak akan 

membeli barang itu. Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad 

tersembunyi, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacad itu. 

Adapun kewaj i ban utama pembeli adalah mem bayar harga 

pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditentukan menurut 

perjanjian. 

Harga tersebut harga berupa sejum iah ilang. harga hsrus ditetapkan 

oleh kedua belah pihak, namun adaian diperkenankan untuk menyerahkan 

perkiraan pihak ketiga. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, 

maka itu merupakan suatu wanprestasi yang melnberikan alasan kepada 

sipenjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pemklian menurut 

ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. 

Risiko adalah kewaj iban memikul kerugian Bang disebsrbkan oleh 

suatu kejadian diluar kesalahan salah s a b  pihak. Ada tiga peraturan risiko 

dalam perjanjian jual beli dalam KUHPerdata, yakni : 

I .  Mengenai barang tertentu (Pasal I460 BW), yang dimaksud dengan 

barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjaiijian dibuat sudah 



ada dan ditunjuk oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa risiko 

dipikulkan pada pembeli. 

2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran ( p a d  

1461 KUHPerdata). Menurut ketentuan pasal ini risiko atas barang- 

barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran yang diletakkan 

pada penjual. 

3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 

KUIlPerdata). Barang-barang yang di-iual menurut tumpukan 

di letakkan pada pembeli. 

Kesimpulan dari masalah risiko ini bahwa semua barang belum 

diserahkan, mengenai barang macam apa saja, risikonya masih harus 

dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada s a t  

barang itu secara yuridis diserahkan kepada pemkl  i .  

F. Tinjausn Umum tentang Jual Beli Tanah 

1. Hak-hak atas Tanah 

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan 

rakyatnya termasuk p3rekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, maka 

bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

mempunyai ftingsi yang amat penting uniuk memhangun masyarakat adil dan 

makmur. 

Hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa diatur dalam Undang- 

undang Pokok Agm-ia (selanjutnya disebut UUPA) No.5 Tahun 1960 pasal 16 



sampai dengan pasal 49. Dalam pasal 16 UUPA ditentukan bahwa hak-hak 

atas tanah, sebagai yang dimaksud pasal4 ayat (1) ialah hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 

memungut ha i l  hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 

tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak 

yarig sifatnya sementara sebagai yang dimaksud pasal 53.64 

Dalam pasal pasal 20 UUPA No.5 tahun 1960 diterangkan tentang : 

a. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang 

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 

b. Hak milik dapat beralih dan dial ihkan kepada pihak lain. 

Dalam pasal 20 UUPA ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik 

yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak mil ik adalah hak yang 

terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Peinberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupa!tan hak yang 

mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Kata-kata terkuat dan 

terpenuhi itu bermaksud untuk membedakannya dengan yang lainnya, yaitu 

untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak diatas tanah yang dapat dipunyai 

orang hak miiiklah yang "ter" kuat dan t e r p e n ~ h ~ ~ .  

64 ... : Undang-~~ndzng Pokok Agr~ria No.5 Tahun 1960, Pasal 53 .'hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagaimatia dimaksud dalam pasal 10 ayat ( I )  humf h, ialah hak gadai, hak 
usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk memhatasi sifat- 
sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dm hak-hak tersebut diusahakan hapusnya 
di da!am waktu yang singkat" 

... : Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 6 "semua hak-hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial" 

66 Soetomo, Pzdoman Jud Beli Tanah : Peralihan Hak dun Sertifikat ( Maiang, 
LPUB, 1984, hlm 12) 



2. Pendaftaran Hak atas Tanah 

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam 

kehidupan manusia. Dengan UUPA No.5 tahun 1960 Lembaran Negara 

1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia 

harus diinvetarisasikan. Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 

menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendafiaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 

(selanjutnya disebut PP). PP yang dimaksud adalah PP No. 24 tahun 1997 

(L.N 1997 No. 59 tentang Pendaftaran Tanah). 

Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 mengatilr mengenai objek 

pendaftaran tanah, yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, tanah hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun, hak tanggungan 

dan tanah negara. 

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan rnudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber~an~kutan.~' 

Dalam rangka pelaksariaamya tugas pendaftaran tanah dilakukan berbagai 

kegiatan yang meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertarna kali dan 

pemeliharaan data pendaparan tanah. 

67 A. P Parlindungan, Pend4~ran Tanah di Indonesia (Jakarta, CV Mandar Maju, 
1999, hlm 8 



3. Peralihan atau Pemindahan Hak atas Tanah 

Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme dalam hukurn 

pertanahan, karena ada hak yang berstatus hak Barat, yang diatur dalarn 

KUH Perdata seperti Eigendom, Erfpachf dan sebagainya. Peralihan 

haknya dilakukan di hadapan Notaris. Sedang hak-hak yang diatur dengan 

Hukum Adat (hak-hak adat), seperti tanah yasan dilakukan oleh Kepala 

~esa.'" 

Dengan berlakunya UUPA, maka dualisme dalam pertanahan 

dihilangkan. Dalam pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 

setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar-menukar, dan 

lainnya kecuali melalui lelang harus dibuktikan dengan akte Pejabat 

Pembuat Akte Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Hal ini berarti semua 

peralihan atas haic tanah yang sudsh bersertifikat harus dIbuat oleh PPAT. 

Peralihan hak yang harus dilakukan dihadapan seorang PPAT ialah jual 

beli (tanah & bangunan), tukar-menukar, hibah, pemasukan kedalam 

perusahaan, pernbagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, 

pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, dan lain-lain selama 

tidak dikecualikan kepada pejabat atau instansi lain. 

Adapun PPAT yang dimaksud adalah PPAT yang daerah ke rjanya 

meliputi wilayah dimana tanah yang dijual itu terletak. Seorang PPAT 

pada dasarnya mernpunyai wilayah kerja meliputi daerah suatu 

kecamatan. Tetapi ada juga PPAT yang wilayah kerjanya rnencakup lebih 

68 Ibid, halarnan 16 



dari satu daerah kecamatan. 

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oieh perbuatan hukiun 

itu. 

Akte PPAT dibuat oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat oleh 

Menteri Dalam Negeri sekarang oieh Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

jadi yang membuatnya adalah pejabat umum yang diberi kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik a t a  Satuafi Rumah Susun. Jadi 

h&I ici telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalarn pasal 1858 KUH 

Perdata sebagai akte otentik. Akte otentik adaiah akte yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang mutlak, mengenai hal-ha1 atsu peristiwa- 

peristiwa yang disebut dalam akte itu. Jadi yang dibuktikan secara mutlak 

itu adalah peristiwanya. Pembuatan akte itu sendiri berdasarkan Pasal 96 

ayat (2) Peraturan Menteri AgrariaKepala Badan Pertanahan Nasional 

Non~or  3 Tahun i997 hams dilakukan dengan menggunakan formulir 

szsuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 

tersebut. 



4. Pengertian dan Sifat Jual Beli Tanah 

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, maka perjanjian jual beli adalah 

suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikat diri untuk menyerahkan 

suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dimufakati antara 

mereka b e r d ~ a . ~ ~  

Mengenai "barang" dapat diartikan menurut pasal 499 KLlH 

Perdata bahwa barang yang dimiliki dan atau hak atas suatu barang yang 

bukan hak milik. Dan menurut pasal 1332 KUH Perdata hanya barang atau 

benda yang berada dalam perdagangan yang dapat ~nenjadi objek suatu 

persetujuan, tennasuk juga jual beli hak atas tanah.?' 

Para ahli hukum adat menegaskan dalam berbagai karya agung 

mereka bahwa jual beli menurut hukum adat adalah lebih bersifat 

me~~ga!ami sendiri secara nyata, terang dan tunai (kontan, concreet, 

belevend en participarend denken).?' Hal ini berbeda derlgan rnenurut 

hukum barat yang lebih bersifat sangat rnemperinci segala sesuatu dalam 

pikiran (aka1 budi) dengan tiada suatu kenyataan (abstract, analiserend 

denken). 

5. Objek Jual Beli Tanah 

Objek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijrrzl. 

Oalam praktek sering disebut jual beli tanah. Secara hukum yang beiiar 

69 Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, Seri Huhrn Perikatan : Jual Be:i (Jakarta, 
PT. Raja Gnfindo Persada, 2003, hlm 37) 

70 Jho~: Salindenho,Masalah Tanuh Dalnrn Pembangunan (Jakarta, Sinar 
Grafika,l988,hlm 35) 

7 1 Ibid, halaman 37 



jual beli hak atas tanah. Hak atas tanah yang dijual, bukan tanahnya. 

Memang benar bahwa tujuan membeli hak atas tanah ialah supaya pembeli 

dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi yang dibeli 

(dijual) itu bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya. 

Karena yang dijual (dibeli) hak atas tanah, maka kita harus tahu 

pasti apa rnacam hak yang jadi objek itu. Untuk tanah yang sudah 

bersetifikat, ha1 itu dapat dilihat dalam sertifikat itu. 

Bagi tanah bekas hak sebelum UUPA berlaku, yang belum 

bersetifikat dapat kita ketahui dengan mempergunakan ketentuan- 

ketentuan tentang perubahan hak-hak atas tanah (konversi) yapg terdapat 

dalam U U P A . ~ ~  Tetapi ha1 itu belum pasti. Sebab kepastian hanya terjadi 

kalau Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BFN) telah 

menegaskan konversi hak. Oleh karena itu bizisanya disebut dengan "bekas 

hak eigendom" atau "bekas hak yasan" atau "bekas hak milik adat" dan 

lain sebagainya sesuai dengan bukti-bukti yang ada. 

6. Harga dalam Jual Beli Tanah 

Tentang harga dala~n jual beli tanah tersebut tentu sajr tergantung 

dari kesepakatan penjual dan pembeli. Tetapi kita tahu bahwa UWA kita 

berdasarkan Hukum Adat. Jadi jua! beli hak atas tanah juga berdasarkan 

pengertian hukurn adat. Jual beli menurut hukum adat bersifat tunai dan 

terang. Tunai berarti harganya dibayar lunas dan hak atas tanahnya 

'' Effendi Perangin, Praktek Jual ... Op Cit, hlrn 9 



diserahkan. 

Walaupun dalam formulir akte jual beli dibahasakan tentang jual 

beli secara tunai ini, yang berarti telah sesuai dengan azas hukum, tetapi 

dalam praktek tidak selamanya harga jual itu dibayar secara tunai (lunas). 

Adakalanya baru dibayar sebagian. Dalam ha1 demikian jual beli harus 

disebut juga lunas, dibayar ~ e ~ e n u h n ~ a . ' ~  Sebab kalau tidak demikian 

berarti tidak sesuai dengan azas jual beli menurut hukum adat. 

Dala~n ha1 sisa harga yang belum dibayar dianggap sebagai utang 

per~~beli dan diatur pembayarannya dalam suatu surat utang. Dalam surat 

itu disebut bahwa dasarnya utang adalah karena belum dilunasinya harga 

beli tanah itu, dan pengakuan utang itu ditegaskan sebagai suatu novasi 

(pembaharuzn perjanj ian). 

7. Yenyerahan Secara Fisik 

Tunai dalam pengertian jual beli menurut Rukum Adat temasuk 

juga telah diserahkannya secara fisik barang yang dibeli itu (dalam ha1 ini 

tanah). Tetapi dalam praktek penyerahan fisik itu tidak selalu dilakukan 

pada saat (segera setelah) jual beli. Mungkin karena tanahnya sedang 

disewa pihak ketiga, atau masih ada barang-barang penjual (misalnya 

tanaman belum dipanen) atau sebab lain, maka penyerahan secara fisik 

tidak dapst dilakukan pada saat itu. 

73 Ibid, halaman 14 



Menyikapi ha1 itu, seperti telah dijelaskan diatas, yang dijual 

(objek) ialah hak atas tanah (bukan tanah). Jadi dengan adanya jual beli, 

hak atas tanah sudah beralih. Artinya penyerahan "tunai" dari objek jual 

beli itu telah terjadi. Penyerahan tanah (fisik) boleh saja saat (segera 

setelah) jual beli, atau kapan saja sesuai dengan persetujuan penjual dan 

pembeli. Hal itu disebut dalam akte, dengan mengadakan perubahan dalam 

teks formulir akte. 

8. Surat-surat yang Diperlukan dalam Jual Beli Tanah 

Sedangkan surat-surat yang diperlukan oleh PPAT dalam rangka 

jual beli hak atas tanah adalah : 

a. Tanah yallg sudah bersetifikat 

jika sudah bersertifikat, maka wenurut pasal 39 ayat (i) P? No. 24 / 

1997, kepada PPAT harus diserahkan asli sertifikat tanah yang 

bersangkutan, dengan melampirkan : 

1) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli 

2) Asli Kartu Keluarga (KK) Penjual 

3) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual suami isai 

4) Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) 

5) Asli bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

6) Asli bukti penbayaran Pajak Penghasilan (PPh), jika dibutuhkan 



b. Belum bersetifikat 

Tanah bekas Hak Adat yang belum pernah didaftar, boleh dijual, tanpa 

terlebih dahulu dibuat sertifikat, kecuali kalau sebelumnya sudah ada 

kewajiban untuk diuruskan sertifikatnya. Kalau tanah itu boleh dijual 

tanpa menunggu selesai sertifikat, maka menurut pasal 39 ayat ( I )  

huruf b PP No. 24 tahun 1997 kepada PPAT harus diserahkan : 

1 )  Surat keterangan dari Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa 

hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat. 

2) Surat bukti hak tanah itu. 

Hal ini antara lain adalah tanda pembayaran pajak tanah (ipeda, 

ketitir, girik, pajak bumi). 

3) Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Ca~nat yang 

membenarkan sumt bukti hak iiu. 



BAB 111 

KEBEMDAAN SURAT 

KETERANGAN GANTI KIERUGIAN (SKGR) 

DI KABUPATEN ROKAN HILlR 

A. Keberadaan Sarat Keteraugan Ganti Kerugian (SKGH) 

Perjanjian yang diatur secara khusus dalan huku 111 KUH Perdata 

disebut perjanjian nominat, sedangkan perjanjian yang tidak diatur secara 

khusus &lam KU1-I Perdata disebut perjanjian innominat. Menurut ketentmn 

pasal I319 KUH Perdata, sernua persetujuan baik yang mernpunyai nama 

khusus (nominal maupun persetujuan yang tidak terkenat dengan suatu nama 

tertentu (innominat) tunduk pada peratman-praturan umum yang termuat 

dzltarn KIM Perdata. Dengarl demikian perjan-jian jual beri, dalam ha1 ini juai 

beli tanah, sebagai perjanjian noininat jelas hams tunduk kepada ketentuan 

yang b e r l a k ~ . ~ ~  

Dalarn pelaksanaan pejanjian jual beli tanah, para pihak hams 

menelnpuh beberapa proses. Adapun proses yang ditalui dalam perjanjian jlral 

beli tanah tersebut adalah : 

1. Pembeli tanah datang serta menyatakan keinginannya untuk membeli 

ebidang tanah. 

74 Mariarn Darus Badrul Zaman, Kompilasi Huicnim ... Op.Cit, hlm 85 
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2. Ketika seorang calon pembeli telah menyatakan keinginannya untuk 

memiliki sebidang tanah maka pihak penjual akan mengajak si calon 

pembeli untuk melakukan survey atau meninjau lokasi tanah yang akan 

diperjual belikan. 

3. Jika calon pembeli merasa tertarik dengan lokasi tanah yang ditinjau, maka 

selanjutnya pembeli akau menanyakan harga dan akan terjadi jual beli 

yang disepakati dalam sebuah perjanjian. 

4. Setelah perjanjian tersebut disepakati maka pe~nbayaranpun dilakukan. 

5. Penyerahan SKGR kepada pembeli akan dilakukan setelah semua 

pem bayaran di bayarkan. 

Menurut sistem KUH Perdata perjanjian jual beti hanya bersifat 

obligatoir, yaitu hanya melahirkan kewajiban saja, di~nana kewajiban unt~lk 

rnenyerahkan barangnya bagi pnjua.1 dan kewajibm untuk mernbayar 

harganya bagi pembeli, belum memindahkan hak milik. Hak milik atas barang 

tersebut baril berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Jadi 

penyerahan disini adalah merupakan perbuatan yuridis sbu dikenal dengan 

istilah juridische levering. Sistem yang ban yak diiku ti adalah perpindahan hak 

atas barang itu terjadi pa& s a t  penutupan perjanjian, salah satunya adalah 

sebagaimana yarrg terjadi pada yelaksanaan perjanjian jual beli tanah. 

DaIam KUH Perdata penyerahan dari benda yang tidali bergerak itu 

diatur &lam buku il, p a l  616 higga pasal 620 KUlU Perdata. Namun sejak 

berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, segala sesuatu ketentuan yang 

mengenai tanah yang ada pada KUH Perdata tersebut dicabr4. Selanjutnya PP 



No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961 tentang 

pendaftaran tanah, yang mempakan peraturan pelaksanaan dari undang- 

undang pokok agraria, dalam pasal 37 menentukan bahwa peralihan hak atas 

tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh 

dan dihadapan PPAT. 

Mengenai penyerahan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang 

merupakan tanda kepernilikan atas tanah tersebut atau yang iebih dikenal 

sebagai surat tanah yang juga mempakan objek dalam perjanjian juai beli 

tanah ini, dimana penyerahan SKGR setelah selesainya pembayaran. 

Penyerahan SKGR yang merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah 

tersebut merupakan kewajiban penjual pada saat lahirnya prjan.jian dan 

batang tersebut dikuasai oleh pernbeli ketika semua pembayaran telah 

diselesaikan. 

Tentang bukti hak milik bagi pembeli atas tanah tersebut yang berupa 

SKGR tanpa diik3ti pendahran dan pernbutan sertifikat rnerupakan 

kelemahan dalam perjmjian jual bell tanah ini. Seharusnya para pihak tidak 

hanya melakukan pengurusan sampai SKGR Walaupun ini telah sesuai 

dengan aturan dala~n psal  37 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah, yang rne~gharuskan dibuat oleh dan dihadapan PPAT, tetapi alangkah 

lebih baiknya jika dilakukan pengunlsau bukt;. hak milik terseb~tt hingga 

diterbitkannya sertifikat atas pemitlkan tirnah terscbut. Hal ini d i ' i n a k a n  

oleh karena hanya dengan diterbitkannya sertifikat tersebut pemegang hak atas 

suatu tanah itu mendapatbn jaminan kepastian hukum dan jaminan 



perlindungan hukum. 

Baru untuk pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga 

pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia, yang uniform dan 

berlaku secara nasional, sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan 

Pemerintah nomor 10 Tahun 196 1, yang kemudian diselnpurnakan dengan PP 

no 24 tahun 1997, L.lV,I 997 no 59, tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku 8 

Oktober 1997 (pasal 66), sebagai perintah dari pasal 19 IJUPA, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

1 . Untuk men.jamin kepastian hukum oleh pemerinah diadakan pendahran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran te~.sebut dalam ayat I pasal ini meliputi: 

a. pengukuras, perpetaan dan pembukilsnjanah; 

b. perldahran hak-hak atas tanah dan peral ihan hak- ha^ tersebut 

c ,  pemberian surat-surat tanda bukti-hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 

Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta 

kcmungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 

Agraiia. 

4. D a l m  Pemturan Pemerintah diatur bizya-biaya yang hersangkutan dengan 

pendahran termaksud dalarn ayat 1 diatas, dengan ketentuar? bahwa 

m a t  yang tidak marnpu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 



tersebut. 

Apa yang telah diperintahkan ayat 1 pasal 19 tersebut, maka oleh 

pemerintah telah diterbitkan PP 10 tahun 196 1. 

Atas ayat 1 tersebut oleh PP 24 tahun 1997 telah diatur lebih lanjut 

sebagai penegasan tentang hak tersebut (pasal 3) sbb : 

a. urituk mernberikail kqpastian huku~ti dan perlindungan hukum kepada 

pernegang hak alas suatu bidang tanah, satuali rumah susun dan hak-bak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pernegang hak yang bersangkutan. 

b. untuk menyediakan infonnasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

terrnasuk Pemerintah aga dengan mudah dapat mernperoleh data yang 

diperlukan daliull mengadakan perbuatan hukum mengenai Sidsuig-bidang 

tanall dm st.crbr,-s&aan rumah stisun yang sudeh terdaftar. 

c. untuk tcrselenggarakari tertib adrninistrasi pertanahan. 

Sehingga jelaslah PP 24 tahun 1997 ini telah memperkaya ketentuan 

pasal 19 UUPA, yaitu: 

a. bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada 

perniliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum 

b: di zaman infomasi ini maka Karrtor Pertanahan sebagai kantor digaris 

de~an haruslah terpelifiara dengan baik setiap infomasi yang dipedukan 

untuic sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat 

rnerzncanakan gembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri 



informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan 

dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya termasuk untuk 

satuan rumah susun Informasi tersebut bersifaf terbuka untuk umum 

artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang 

tanah1 bangunan yang ada. 

c sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu 

ha1 yang wajar. 

Dibandingkan dengan PP 10 tahun 1961 yang terdiri atas 46 pasal 

maka PP 24 taliun 1997 ini terdiri dari 66 pasal. 

Pendaftaran Tanah dimulai dengan didirikannya kantor Kadaster, 

(5 1834-27) pada zamau pemerintahan Hindia Belanda yang melakukan 

pendaflaran tanah, sampai ki?a niembentuk PP 10 Tahun 1961 melakukan 2 

dahulu terpusat di beberapa kota dipusat-pusat perdagangan abupun di mana 

masyarakat barat sudah berkembang. 

Pendaftaran pada waktu itu yang kita kenal hanyalah pendaftaran 

untuk hak-hak atas bnah yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Barat. Sungguhpun juga ada orang-orang Bumi Putera yang 

mempunyai hak-hak atas tanah yang berstatus hak-hak Barat, selain dari 

golongan Eropa dan Golongan Timur Asing termasuk golongan Tionghoa. 

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada maka jika seorang 

bumiputera yang merniliki ianah yang berstatus Hak Barat maka dianggap 

mereka telah menundukkan diri kepada hukum B.W. tersebut sebagai 

konsckuensi tanah-tamh ex Barat itu tunduk kepada Kitab Undang Undang 



Hukum Perdata (Barat). 

Untuk golongan bumiputera tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah 

yang bersifat uniform. sungguhpun ada secara sporadis kita ketemukan 

beberapa pendaftaran yang sederhana dan belum sempuma, seperti geran 

Sultan Deli, geran Lama. geran Kejuruan. pendaftaran tanah yang terdapat di 

kepulauan Lingga. Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta dan di lain-lain 

daerah yang sudah berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster. 

Sebaliknya juga kita mengenal pendaftaran tanah pajak. seperti pipil- 

girik, petuk. ketitir. letter C yang dilakukan oleh kantor-kantor pajak, di pulau 

Jawa. 

Oieh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar maka apa 

yang selama ini dilaksanakan dan masih saja kita dapati di tengah-tengah 

masyarakat, baik surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun atas surat- 

surat yang dibuat oleh camat dengan berbagai ragam. untuk menciptakan 

bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka Kuasai, tanpa melalui prosedur PP 

10 tahun 1961. Tanah-tanah tersebut ada yang belum dikonversi. maupun 

tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian telah diduduki oleh 

rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa dan disahkan 

oleh Camat, seolah-olah tanah tersebut telah rne~pakan hak seseorang 

ataupun termasuk katzgori Hak-hak Adat. 

Demikkn pula dikenal didaerah Sumatera Utara "Akta Camat" (surat 

yang dibuat oleh Camat baik sebagai bukti hak ataupun peralihan hak yang 

dibuat oleh atau di'nadapan Camat. 



Camat tersebut mungkin PPAT tetapi tidak membuat akta tanah (akta 

PPAT). Demikian juga akta-akta yang dibuat oleh Notaris bukan sebagai 

PPAT. Kelihatanlah bahwa PP 10 tahun 1961 tersebut belum dapat me- 

yakinkan rakyat melakukan pendaftaran tanah melalui jalur yang benar yaitu 

melalui prosedur yang dibuat oleh instansi keagrariaan. 

Dalam PP 24 tahun 1997 ini maka sejumlah tanah yang selama ini 

diragukan tentang bukti keabsahannya maupun prosesnya dan bukti haknya 

telah dipertegas sebagai tanah-tanah yang dapat dikonversi menjadi hak-hak 

menurut UUPA, dengan berkembutgmya suatu pranata hukum "Ajudikasi" 

sistematik dan sporadik, dan akan dibicarakan pada pembicaraan pasal-pasal 

(pasal 24 dan seterusnya) dari PP 24 tahun 1997. Sedangkan sebenarnya 

setelall berlaku UUPA dan khususnya ke tentuan P.P.1011961, maka telah 

terjadi staiws quo articya tidak mungkin lagi diterbitkan surat-surat keterangan 

tentang hak seseorang k.ecuali menerangkan bahwa tanah tertentu memang 

hak-hak adat. 

Dari ketentuan PP 2411997 ini maka ada beberapa ha1 lain yang dapat 

juga sebagai obyek konversi ataupun bukti-bukti yang dapat di teruskan untuk 

dijadikan sertifikat tanah. Ketentuan PP 2411997 ini selain mempertegas apa 

yang dapat dikonversi menjadi hak-hak rnenurut UUPA, juga ada beberapa 

peristiwa hukum tidak diperhatikan akan menjadi sumber konflik-konflik 

dimasa yang akan datang dan atas tanah tanah tersebut dikategorikan 

dimungkinkan juga untuk dikocversi. Kesemuanya ini terjadi karena 

pertimbangan prah3is uiltuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kesulitan 



dimasa-masa yang akan datang. 

Pelaksanaan peralihan hak yang tidak berdasarkan ketentuan PP 10 

tahun 196 1 tersebut dari seseoranglbadan kepada seseoranghadan lainnya 

cukup disahkan oleh kepala-kepala desdlurah dan diketahui oleh Camat 

ataupun dengan suatu "akta" yang dibuat oleh Camat tanpa ada suatu 

pendaftaran di suatu buku induk. Demikian pula SKGR yang membuat 

peralihan hak atas tanah karena beluln terdaftar menurut PP Nomor 10 Tahun 

196 1 sampai sekarang masih dipermasalahkan hak-hak dari para camat 

tersebut dalam membuat akta peralihan yang dimaksud, ataupun validitasnya 

oleh karena tidak ada suatu peraturanpun yang mendukungnya. 

Apakah akta peralihan yang dibuat para kepala desdlurah tersebut juga 

otentik, dan sekaligus menjamin keabsahan tanda tangan dari mereka yang 

me!aksanakan transalcsi tersebut demikiar! puia sahnya dari tanda tangan dari 

para camat tersebut dalbm kedudukannya sebagai canlat kepaia wilayah atau 

camat sebagai PPAT. Dalam ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1361 mernang 

disebutkan tentang PPAT apakah Camat ataupun Notaris yang diangkat secara 

khusus untuk pembuatan akta oleh pejabat (PPAT) tetapi tidak menyebutkan 

bahwa mereka secara implisit telah membuat akta yang otentik. Kewenangan 

para PPAT terbukti dari PP Nomor 10 Tahun 1961 maupun P.M.A. 10 Tahun 

196 1, dan kini dengan ketentuan PP 2411 997. 

Diharapkan akan segera diterbitkan pemturan yang positif tentang 

PPAT tersebut karma disebut oleh PP 24/1997 akan diterbitka dengan suatu 

Peraturan Pemerintah seperti yang diperinkhkan pasal 7 PP 24 tabun 1997 



(lihat PP 3711998). 

Dengan demikian PP 2411 997 telah dapat rnengakomodir hak-hak yang 

dibuat oleh para kepala desa, Camat, pemyataan saksi-saksi dan lain-lain 

pemyataadperistiwa hukum sehingga akan mengakhiri atau setidak-tidaknya 

akan mengurangi ketidak pastian sesuatu hak atas tanah. 

Dalam Peraturan Pelnerintah yang rnenyen~purnakan Peraturan 

Pemerintah nomor 10 tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem 

yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang 

Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pendaftaran tanah 

diselenggarakan dalam rangka memberikan jarninan kepastian hukum 

dibidang pertanahan dan bahwa sistern publikasinya adalah sistem negatif, 

tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-sdrat 

bukti hak yang berlaku sebagzi alat pernbuktian yang kuat, sepe;ti yang 

dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal23 ayat (2), Pasai 32 ayat (2) 

dan Pasa! 38 ayat (2). Pendabran tanah juga tetap dilaksanakan melalui d l~a  

cara, yaitu pertama-tama secara sisternatik yang meliputi wilayah satu desa 

atau keiurahan atau sebagaimana yang terutama dilakukan atas prakarsa 

Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang 

tanah atas perrnintaan megang atau penerima hzk yang bersangkutan secara 

individual atau massal. 

Sebagai catatan tambahan dapatiah kita sebutkan bahwa apa yang 

diatur oleh PP 24 tahun 1977 ini penyempumaan dari PP 10 tahun 196 1. 

Demikian pula disebutkan pendal-taran tanah sisternatik, aFa yang dikenal 



dahulu pendahran desa demi desa dan Pendaftaran sporatik adalah 

pendaftaran tanah individual. 

Demikian pula himpunan terkecil dari pendaftaran tanah adalah juga 

tetap desa atau kelurahan. 

Yang jelas bahwa PP 24 tahun 1997 ini telah menampung kesulitan 

yang pemah dialami dalatn era PP 10 tahun 196 1 ,  dan tentunya juga dengan 

telah adanya UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga PP 40 

dan PP 4 1 tahun 1996 tentang tanah menurut UUPA. akan dapat diharapkan 

akan makin sempurna proses pendaftaran tanah. 

Dalam sistem Hukum Adat yang pernah kita kenal, peralihan harus 

didepan Kepala DesdLurah ini dipandang sebagai sudah "terang" (orang- 

orang Batak menyatakan "dibagasan adat" = menurut ketentuan hukum adatj. 

Hal ini dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahka~nah Agung, sayailgnya 

kepala desanya jarang ataupun tidak sempuma yang mencatat ataupun 

memelihara d a h r  induk atau meticatat semua peralihan tersebut dan yang ada 

hanya pengetahuan umum bahwa tanah tersebut memang milik seseorang dan 

berbatasan dengan tanah-tanah orang lain menurut patok-patok yang telah 

mereka ~e~aka t i . '~  

Seterusnya dikatakannya bahwa pendaftaran tersebut mempunyai 4 

keuntungan yaitu: 

a. Security and certaint?, of title, sehingga kebenaran dan kepzstian dar! llak 

tersebut baik dari rangkaian peralihan haknya, d m  kedua jaminan 

" sebagai perbandingan lihat Douglas J. Whalan The Torrens system in Australia, 1982 
hlrn 15 



bagi yang memperolehnya untuk adanya suatu klaim dari seseorang yang 

lain. 

b. Peniadaan dari keterlambatan dan pembiayaan yang berkelebihan. Dengan 

adanya pendaftaran tersebut tidak perlu kita selalu harus mengulangi dari 

awal setiap adanya peralihan hak, apakah dia berhak atau tidak dan 

bagaimana rangkaian dari peralihan hak tersebut. 

c. Penyederhanaan atas alas hak dan yang berkaitan. 

Dengan demikian peralihan hak itu disederhanakan dan segala proses akan 

dapat dipermudah. 

d. Ketelitian. 

Dengan adanya pendaftaran maka ketelitian sudah tidak diragukan 

iagi.Demikian pula dalam pandangan umum adanya Torrens system ini maka 

dapat di~yatakan sebagai berikut: 

Dellgan suatu perekaman yang resmi atas tanah yang ada dapat 

diketahui bahwa sesuatu bidang tanah tersebut milik seseorang, sehingga 

barangkali dapat kita simak dari kalimat-kalimat sebagai berikut: 

Diketahui bahwa sebidang tanah ini dimiliki oleh X atau diketahui 

bahwa A adalah memiliki sebidang tanah, di kota Y, dan berbatas dengan 

tanah A, tanah B. tanah C dan jalan. Pendaftaran yang modem mempunyai 

sistem penomorzn tanahnya, dan sekaligus haicnya seperti H.M. no 86, desa A, 

h a m a t a n  B, Kabupaten C, Propinsi D, terdzhr atas narna FX; dan 

berbatasan dengan Hak tertentu nomor tertentu pula. 



Pendahran yang berisikan sejumlah dokumen yang berkaitan 

sebagaimana akan kita pelajari, yang merupakan sejumlah rangkaian dari 

proses yang mendahuluinya sehingga sesuatu bidang tanah terdatiar, dan 

demikian pula prosedure apa yang harus dilaksanakan dan demikian pula hal- 

ha1 yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan-larangan bagi 

para pejabat yang bertanggung jawab dalam pendaflaran tanah tersebut. 

Pendaftaran ini melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah 

sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran 

tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja. (sertifikat 

hak atas tanah). 

Dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sudah benar, tetapi 

rnasih harus melihat masalah-masalah materiil yang ada di dalam setiap hak 

tersebu[, sehingga sedapat mungkin dielakkan kemungkinan adanya kelak 

gugatan dan orang-orang yang merasa lebih berhak, dan ha1 ini berkaitan 

dengan apa yang diuraikan pada berikuinya. (Dalam ha1 ini menurut P.P. 10 

Tahun 1961 adanya Panitia Tanah A (khusus untuk tanah-tanah umum) dan 

Panitia Tanah B (khusus untuk tanah-tanah HGU) yang akan meneliti 

kebenaran dari bukti-bukti hak dan atas hak seseorang terutama pada 

pendaftaran pertama kali). 

Ealam ketentuan dari PP 24 tahun 1997 maka dikatskan adanya Panitia 

ajudikasi yang akan menilai dilapangan b&i-bukti hak dari yang dipegang 

oleh pemiliknya. (akan ditiraikan lebih lanjut pada pernbicaraan pasal- 

pasalnya. 



Pendaftaran tanah menurut PP 24 tahun 1997 pasal 3 , menyatakan 

sebagai berikut: 

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah, dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Simpsorr mensitir pandangan dari Sir Charles Fortescue-Brickdate 

yang menyatakan ada 6 ha1 yang harus digabungkan dalnm pendaftzrar. tanah 

tersebut :76 

a. security, bertolak dsri kemantapan sistem sehingga seseorang akan merasa 

aman atas hak tersebut baik karena membeli tanah tersebut ataupun 

mengikatkan tanah tersebut untuk suatu jaminan atas utang (hutang). 

b. simplicity, sederhana sehingga setiap orang dapat mengerti. 

c. accuracy, bahlva terdapat ketelitian daripada sistem pendaftaran tersebut 

secara lebih effektif. 

d. expedition, artinya dapat lancar dan segera sehinggs menghindari tidak jelas 

yang bisa bemkibat berlarut-larut dalam pendaftaran tersebut. 

76 Ibid. 



e. cheapness, yaitu agar biaya tersebut dapat semurah mungkin. 

f. suitability to circumstances, yaitu akan tetap berharga baik sekarang 

maupun kelak di kemudian hari pendaftaran tersebut. 

g. completeness of the record. 

1 )  perekaman tersebut hams-lengkap lebih-lebih lagi masih ada tanah- 

tanah yang belum terdaftar. 

2) demikian pula pendaftaran dari setiap tanah tertentu dengan berdasarkan 

keadaan pada waktu didaftarkan. 

Oleh PP 24 tahun 1997 ha1 ini sangat diperhatikan, sehingga 

disebutkannya pada pasal 24 bahwa telah menguasai dengan itikad haik 

sesuatu bidang tanah selama 20 tahun atau iebih secara ber turut-turut dapat 

dilakukan pendaftarm tanah yang dikuasainya tersebut. 

Demikian pula jika ki% mefiinjau Keppres nornor 26 Tahun I986 ~naka  

dijelaskan di situ sebagaimana tersebut dalam pasal 3 sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan 

Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi: 

a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan 

tanah; 

b. merumuskan kebijaksanaan dan perensanaan pengaturan pemilikan tanah 

dengan prinsip-prinsip drlam Undang-Undrcg Pokok Agraria: 

c. melaksanakan pengukuran dan pernetaim serta p e n d a h n  taaah dalarn 

upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan: 



d. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara 

tertib administrasi di bidang pertanahan: 

e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta 

pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang 

administrasi pertanahan: 

f .  lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden. 

Dengan delnikian jelaslah dengan diundangkannya Peraturan 

Pemerintah nornor 10 Tahun 1961, telah berlangsung suatu era baru dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah dan kepastian hukum rnengenai hak- hak atas 

tanah di Indonesia, dan ha1 ini diperkuat lagi dengan Keppres 26 tahun 1986 

tersebut di atas pada sub c tersebut, tentang tanggung jawab dan tugas dari 

Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut, dan dengan pengalaman-penga- 

laman dalan~ praktek dari PP 10 tahun 1962, maka diundangkanlah PP 24 

tahun 1997, yang berusaha untuk menghilangkan ataupun mengurangi 

kesulitafi-kesulitan, ataupun hambatan-hambatan atau keadaan ketidak pastian 

dari pendaftran tersebut. 

Demikian pula berlakulah suatu pendaftaan tanah yang uniform untuk 

seluruh Indonesia, untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada UUPA 

ataupun sesuatu yang diatur oleh suatu ketentuan undang-undang yang berada 

di luar UUPA. Mengegai ha1 ini akan kita dapat simak dari uraian-uraian 

selanjutnya. 



Dalam kalangan para ahli disebutkan pendaftaran itu bertujuan untuk, 

baik kepastian hak seseorang, pengelakan suatu sengketa perbatasan (karena 

ada surat ukurnya yang teliti dan cermat) dan juga untuk penetapan suatu 

perpajakan. 

Namun dalam konteks yang lebih luas lagi pendahran itu selain 

memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, 

pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya 

dipergunakan, demikian pula informasi mengenai kernampuan apa yang 

terkandung di dalamnya dan demikian pula informasi mengenai bangunannya 

sendiri, harga F bangunan dan tanahnya, dan pajak yang ditetapkan untuk 

tanah/bangunannya. 

Hal inilah yang merupakan usaha yang suatu pendafiaran tanah yang 

kornprehensif yang kita kenal dengan Land Information System kadangkala 

juga disebut Geographic Information System. Hanya saja untuk menuju 

kepada U.S. atau G.I.S. Narnun nampaknva masih akan jauh untuk dapat 

terlaksana pzndafiaran tersebut keseluruhan secara cepat, mengingat biaya 

yang sangat besar dan mahal 

Avalagi pendafbran tanah di Indonesia yang sudah terlaksana semenjak 

berlakunya P.P. I0 Tahun 1961 baru pada tingkatan kota- kota dan sebagian 

besar di luar kota pada perkebunan-perkebunan (pada umumnya dengzii 

pernt:taan udara). 



Pendaftaran desa demi desa pun belum mampu kita laksanakan, 

apalagi desa-desa di Indonesia masih belum mantap, masih saja tejadi 

pemekaran, penghapusan ataupun penggabungan desa, ataukah mungkin ada 

suatu konsep lain, menetapkan himpunan terkecil dari pendaftaran tanah pada 

waktu ini yang bertumpu pada desalkelurahan. 

Kalau kita melihat obyektif dari P.P. 10 Tahun 1961, maka lebih 

dahulu harus kita perhatikan pasal 19 U.U.P.A. yang memberikan arahan 

dalam pembentukan dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah 

tersebut sebagai berikut: 

1 .  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik lndonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

2. Tendaftaran tanah tersebut dalarn ayai I pasal ini meliguti: 

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah 

tersebut. 

c. pemberian surat-surat tanda bukti-bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3. Pendafiaran tanah diselenggaraadaan negara dan masyarakat, keperluan 

ialu-!intas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, 

menurut pertimbangan Men'ieri Agraria. 



4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang ber angkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu aibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut. 

Ketentuan Undang undang nomor 21 1997 tentang Bea perolehan hak 

alas tanah dan bangunan dalam pasal 5 disebutkan sebesar 5 % dari Nilai 

Penjualan Objek Pa-jak. seperti pada jual beli adalah harga transaksi, tukar 

menukar nilai pasal obyek pajak tersebut, hibah nilai pasar obyek pajak 

tersebut, pemauukan dalam perseorangan atau badan hukurn lainnya adalah 

nilai pasar obyek Pajak. pemisahan hak nilai pasar obyek, penunjukan pembeli 

dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, 

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap adalah cilai pasar obyek pajak, pemberian haic baru atas tanah 

diluar pelepasan hak adalah nilai pasar obyek pajak tersebut. (Akan 

dibicarakan pada pekerjaan PPAT). 

Jelaslah orientasi dari Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah demi 

kepentingan rakyat dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang 

mempunyai tanah tersebut tidak berarti dia adalah orang kaya tetapi lebih 

merupakan social status orang tersebut, dia men~punyai dan demikian dia 

adalah znsgota n?ssyarakat hilkumnya yang penuh, sehinggz harus diu~ldang 

dalam rembug desa. Namun juga tidak berarti dengan mempunyai tanah dia 

langsung dianggap kaya dan dapat membayar biaya-biaya balik narna tersebut. 

Yang jelas dia belum tentu mernpunyai uang, yang ada padanya hanyalah 



tanah sebagai salah satu resourses ekonorni yang dia dapat hidup 

daripadanya. 

Di sinilah letak kesulitan dari pelaksanaan PBB yang menilai tanah 

dari segi komersial dan tidak sanggupnya sebagian rakyat untuk mernbayamya 

dan dianggap sebagai beban melulu sehingga terpaksa mengorbankan 

termasuk menjual benda-benda tertentu untuk membayarnya, lebih-lebih lagi 

harga tanah di kota atau di pinggiran kota melambung begitu tinggi, 

sedangkan orang yang bersangkutan telah memperolehnya sebelumnya. 

Tidak mungkin risiko kenaikan harga tersebut dibebankan pada orang 

tersebut. 

Dalam penjelasan pasal 19 UUPA dinyatakan: 

"Pendafiaran tanah itu akan dijalankan dengan cara yang sederhana dan 

mudah Cimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. 

Sedangkan pada Memori Penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa 

pasa! 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah, agar melaksanakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Indonesia yang hertujuan menjamin kepastian hukum 

yang bersi fat rechtskadaster. 

Oleh karena pendaftaran itu di lakukan dengan mengingat kepentingan 

serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonorni dan 

kemungkinan-ketnungkinan terlebih dahulu akan diadakan di k~h-kota dan 

lanibat-laun akan meliputi seluruh wilayah fiegara. 



Jadi istilah didahulukan karena kebutuhan lalu lintas sosial ekonomi 

serta mengingat penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut memerlukan 

tenaga trampil, manajemen, peralatan, sarana dan biaya yang cukup besar. 

Pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 

bersangkutan. Pasal 23, 32 dan 38 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran 

tanah untuk hak-hak itu ditujukan kepada para pemegang hak agar menjadikan 

kepastian hukum bagi mereka dalam arti demi kepentingan hukum bagi 

mereka sendiri, oleh karena pendaftaran atas setiap peralihan, penghapusannya 

dan pembebanannya, demikian pendaftaran yang pertama kali ataupun 

pendaftaran karena konversi, atauptm pembebasannya akan banyak 

menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan padahal pendaftaran 

tersebut merupakan bukti yang kuat bagi pemegang haknya. Dari penjelasan 

PP 2311 997, dinyatakan sebagai berikut: 

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah 

nomor 10 tahun 196! ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang 

digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang undang 

Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 

dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang 

mengandung unsur positif, karem akan menghasilkan surat-surat tacda 

bukti hak yang berlaku sebsgai alat .mmbuktian yang kuat seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c, pasal23 ayat 2. pasal32 ayat 2, 

pasal38 ayat 2 ULPA. 



Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai ha1 yang 

belurn jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran 

tanah itu sendiri. azas-azas dan tujuan penyelenggaraannya, yang 

disamping untuk memberi kepastian hukum sebagaimana disebut di atas juga 

dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap 

mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang 

bersangkutan. 

Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan 

tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat 

diabaikan. 

Sebagai implementasi dari pasal 19 UUPA tersehut maka oleh 

pemerintah dikcluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1 96 1 tentang 

pendafiaran tamh yang terdiri atas 45 pasal dan 8 Bab, yang kemudian telah 

diganti dengan PP 24 tahun 1997 yang dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan 

sebagai berikut: 

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serts pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan dafiar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, terrnasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bzgi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 



Jika dikaitkan kepada Keppres 26 Tahun 1988 tersebut maka sudah 

tidak diperrnasalahkan lagi mengenai keluasan dari pendaftaran tanah tersebut 

dan hanya menyebutkan bahwa pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran 

tanah tersebut adalah dalam upaya untuk memberikan kepastian hak di bidang 

pertanahan. 

Pendaftaran hak ini rnenjadi lebih tertib lagi dengan telah 

diterbitkannya PP 40 dan PP 41 tahun 1996 dan U. U. no 4 tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. 

Di lain pihak perekaman dari suatu akta, menyediakan suatu 

perekaman perbuatan hukum (deed of conveyance) dan lain-lain upaya tanpa 

suatu jaminan akan alas hak tersebut, menyerahkan kepada pembeli dan orang 

lain yang berkcpentingan untuk menilai upaya dari perekaman tersebut dan 

mcnyiinpulkan sendiri konklusinya, atas akibatnya pada alas h&k tersebut. 

Jadi jelas bahwa pendahran tersebut harus dapat diterima jika bukti- 

bukti atas haknya benar sehingga tidak perlu dibiarkan dan diserahkan pada 

pihak yang berkepentingan untuk menilai dan menetapkan slkapnya tersebut. 

Lebih-lebih lagi jika menyangkut kepentingannya atas alas hak yang juga 

dimilikinya. 

Pendaftaran itu tentunya penting untuk apa tanah itu didaftarkan 

apakah untuk kepentingan perpaiakan, maka dapat kita lihat contohnya ketika 

Raffles masuk ke Indonesia dan sa~npai dengan perang dunia kedua ~ l e h  

Belanda masih dipergunakan, dengan adanya lemhaga girik, petuk, letter C, 

dan lain-lair?: ataukah !?endahran itu untuk kepentingan penggunaan tanahnya 



sehingga mengembangkan pemanfaatan dari tanah tersebut, ataukah hanya 

melulu untuk kepentingan pendafiaran tanah saja (rechtskadaster) seperti yang 

dianut semula oleh ketentuan P.P. 10 Tahun 1961, sehingga pendaftaran itu 

hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa "pemiliknya". 

Dengan berlakunya PBB sekarang maka diusahakan bahwa baik 

pendaftaran hak atas tanah maupun pendaftaran untuk kepentingan perpajakan 

dikembangkan sungguhpun belum bersatu dalam satu atap. Oleh karena 

masing-masing instansi berdiri sendiri, dalam pelaksanaannya, seolah-olah 

pendaftaran tersebut masih menganut filosoti yang pernah ada pada adanya 

kantor kadaster di satu pihak dan kemudian pendaftaran perpajakan yang 

dibuat oleh Lembaga Tata Burni (yang kemudian berkembang menjadi 

Jawatan Hasil Bu~ni dan sekarang menjadi kantor PBB) seperti yang saga 

sehutkan di atas, dengan diterbitkannya ~ e t u k ,  letter C. maupun girik dan lain- 

lain (kesemuanya adalah surat pcnagihan pajak tanah). 

Namun harus diakui jangkauan dari PBB tersebut sudah lebih luas !agi 

karena dapat mencakup tanah-tanah yang sarna sekali belum bersertifikat atau 

yang sudah terdaftar. 

Ada ekses lain dalam setiap terjadi penggusuran tanah yang diokupasi 

secara liar oleh orang lain, selalu didalihkan bahwa dia sudah membayar 

kepada atau PBB. 

Di sinilah letak kehamsan ke ja  sama anma dua instansi yang 

melakukan pendahran tersebut yaitu dari Departemen Keuangan dan dari 

BPN tersebut. 



Pendaftaran yang kita kenal di Indonesia hanya pendaftaran untuk 

tanah, sedangkan pendahran untuk hak-hak dari Kehutanan ataupun 

Pertambangan dilakukan sendiri oleh departemen yang bersangkutan dengan 

Surat Keputusan tentang HPH atau HPHH atau KP. 

Pasa 131 

( 1 )  Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1). 

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan 

sebagaimana dimaksud dalzm Pasal 30 ayat (I) huruf c, d, dan e yang 

menyangkut dzta fisik maupur. data yuridis penerbitan sertipikat 

diranggulikan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. 

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tzrctlnr~im 

dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada 

pihak lain yang dikuasakan olehnya. 

(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu 

sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu Femegang hak bersama atas 

penunjckan tenulis para pemegang hak bersama yang lain, 



(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan 

sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada 

tiap pemegang hak bersarna yang ber, sangkutan, yang memuat nama serta 

besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. 

(6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatangallan sertipikat ditetapkan oleh 

Menteri. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai beri kut: 

ayat 2, Penerbitan sertifikat dimaksud agar pernegang hak dapat 

dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertitikat merupakan 

alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. 

Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas 

tanah yang bersangkutan, y ~ n g  ternyata dari masih adanya catatail dalam 

pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 a-jrat ( I ) ,  pada 

prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu 

mengenai ketidak lengkapan data fisik yang, tidak disengketakan, sertifikat 

dapat diterbitkan. 

Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik 

bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sernentara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3). 

Ayat 3, Sertifikat tanah wakafdiserahkan kepada nadzirnya. 

Dalarn ha1 pernegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diteri- 

makan kepada ahli warisnya, atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan 



para ahli waris yang lain. 

ayat 4, Dalam ha1 hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

kepunyaan seorang laki-laki yang beristeri atau seorang perempuan yang 

bersuami, surat penunjukan tertulis termaksud tidak diperlukan. 

ayat 5. Dengan adanya ketentuan ini tiap pernegang hak bersama memegang 

sertifikat yang menyebutkan besamya bagian masing- masing dari hak 

bersama tersebut. 

Dengan demikian masing-masing akan dengan mullah dapat me- 

lakukan perbuatan hukum mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanda 

perlu mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hak 

bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk 

berbuat demikiar, jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersarna yang 

lain. 

a. penerbitan sertifikat hak atas tanah, jelaslah untuk pegangan kepada 

pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis, kecuali masih ada 

catatan pada buku tanah maka sertifikat tidak dapat diterbitkan. 

b. jika atas satuan rumah susun, tentunya atas bagian masing masing 

diterbitkan sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebanyak 

sejumlah pemiliknya. 

Pasal52. 

(1) Sertipikat merupakan swat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 



di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

(2) Dalam ha1 atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah 

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. maka pihak lain yang 

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya sertipikat itu tidak memgajukan keberatan secara tertulis 

kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai berikut: 

Ayat 1, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, cialam arti 

Sahwa selama tidak dapai dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis 

yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai yang benar. Sudah barang 

tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku tanah dan 

surat ukur yang bersangkutan , karena data itu diambil dari buku tanah dan 

sura: ukur tersebut. 

Ayat 2, Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahka, 

oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data 

yang dkajikan ciijamin oleh Negara, melainkan rnenggunaican sistem publikasi 

negatif. Di dalarn sistem publikasi ke Negara tidak menjamin kebenaran data 

yang disajikan. Tetapi walapun demikian tidaklah dimaksudkan untuk 



menggunakan sistem publikasi negatif secara murni Hal tersebut tampak dari 

pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti 

hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam pasal 

23,32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan 

alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai 

prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik 

dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, 

tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin rnemperoleh dan menyajikan data 

yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian 

hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada 

sistern publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang 

memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik 

menguassli sebidang tanah dan didattar sebagai pemegang hak dalam buku 

tanah, dengan sertifikat sebagai tanda baktinya, yang menurut UUPA berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang 

namanyz tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat 

selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa 

mempunyai tanah itu. Umurnnya kelemahan tersebut diatasi dengan 

menggunakan lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. Hukum 

knah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga 

tersebat, karena hukum adat tidak menganahyz. Tetapi dalam hukum adat 



terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan 

sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga 

rechtsverwerking. 

Dalam hukum adat jika seorang selama sekian waktu membiarkan 

tanahnya tidak dikerjakan. keniudian tanah itu dikerjakan orang lain yang 

memperolehnya dengan itikad baik. maka hilanglah hak "pemilik" semula 

untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang 

nienyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (pasal27,34 dan 40 

UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. 

Dengan pengertian dernikian, maka apa yang ditentukan dalam ,,at ini 

bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan 

penerapan ketentuan hukum yang suaah ada dalam hukum aaat, yang dalam 

tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tan& Nasional 

Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan 

ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah. 

1. Sertipikat hak atas tanah sudah dinyatakan dalam Bagian I merupakan 

bukti yang kuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, atas data yuridis dan 

dab fisiknya dan hams diterirna sebagai data data yang benar, 

sebagaimana yang juga dapat dibuktikan dari data yang tercantum 

dalam buku tanah dan surat ukumya. Sebagaimana diketahui bahwa 

sertigikat itu adalah aiinan dari buku tiinah dan surat iikur tanah yang 

bersangkutan. 



Suatu sikap yang dialnbil dari ayat 2 bahwa negara tidak menjarnin 

kebenaran mutlak dari data fisik dan data yuridis tersebut karena kita tidak 

menganut sistem positif dalam penerbitan sertipikat tersebut. Publikasi 

positif itu belum sampai pada tingkatan pendafiaran tanah dewasa ini, 

tetapi masih menggunakan publikasi negatif. 

Hanya dari peraturan peraturan yang ada dari PP 24 ini sejauh mungkin 

diadakan beberapa tindakan biarpun bersifat negatif tetapi tidak dilakukan 

pengumpulan, pengolahan penyimpanan dan penyajian asal saja, tentu 

dengan beberapa perlakuan agar tidak ada atau sejauh mungkin diusahakan 

tidak akan ada gugatan dari pihak manapun juga. 

Ada disebut tidak dapai dipergunakan acquisitieve verjaring (memperoleh 

hak karena daluwarsa), tetapi mempergunakan lembaga rechtsverwerking 

(lepasnya haknya yang sudah dipunyzinya). 

Dengan demikian mempergur~akan lernbaga rechtsverwerking adalah t i d a ~  

tepat dan ada segi-segi negatifnya, yaitu akan banyaklah hak-hak orang 

yang diambil orang lain tanpa ada kuasa yang ernpunya untlrk menuntut 

kembali haknya itu, apalagi sistem peradilan di Indonesia sangat kompleks 

dan merninta biaya yang tinggi apalagi kalau mempergunakan pengacara. 

Di pasal 24 ayat 2 sebenarnya P.P. ini mempergunakan juga acquisitive 

verjaring karena disebutkan dengan itikad baik selarna 23 tahun menguasai 

tanah itx beiturut turut. 



Pasal33. 

(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan 

menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang 

terdiri dari peta pendaftaran, daf'tar tanah, surat ukur, buku tanah dan 

daftar nama. 

(2) Bentuk, cara pengisian. pcnyimpanan, perneliharaan. dan penggantian peta 

pendahran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama 

ditetapkan oleh Menteri. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai berikut: 

Ayat 1. Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang 

dimaksud ayat ini disebut dattar umum. 

Sama seperti pada PP 10 tahun 1961, maka pada pendahran tanah ini 

ada sejumlah buicu yang harus dipelihara yang terdiri dari peta pendaftaran, 

daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama, oleh Kantor Pendaftaran 

Tanah. 

Pasal34 

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data 

yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur 

dan buku tanah. 

i2) Data fisik dan data yuridis ysng tercantuln dalam daftar nama hanys 

ierbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya. 



(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 

Menteri. 

Dari penjelasan pawl-pawl disebut sebagai berikut : 

Ayat (1) 

Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu 

para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah 

tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang 

tersimpan dalam peta pendafiaran, dafiar tanah dan surat ukur, siapapun yang 

berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak 

digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang berkepentingan. 

Ayat (2) 

Daftar nama seben~rnya tidak mernuat keterzngan mengenai tanah, 

melainkan memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badan 

hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini 

diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya. 

Pasal ini memberikan kejelasan tentang sifat publikrechtelijk dari data 

fisik dan yuridis sesuatu hak atas tanah yang sudah kita bicarakan 

sebelumnya. 

Daftar narna meniuat nama dari orang perseorangan atau badan hukurn 

atas tanah yang dimiliki atau dikuasai. 



Pasal35 

(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alai pembuktian yang telah 

diguaakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan 

di Kantor Pertanahan yang bersangkutan-atau di tempat lain yang 

ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar 

umum. 

(2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan 

dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus tetap 

berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat 

diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dinaksud 

pacla ayat ( I )  kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan 

tugasnya. 

(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayzt (1) dibawa oleh Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang 

Pengadilan tersebut untuk diperlihathn kepada Majelis Hakim dan para 

pihak yang bersangkutan. 

(5) Secara bertahrp data pendaflaran tanah disitripan dan disajikan dengan 

menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. 



(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan penibuktian 

sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan. 

(7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumendokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2), demikian juga cara 

penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik 

dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh 

Menteri. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai berikut : 

Ayat 2. 

Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk 

kepentingan masyarakat ini maka apabila ada instansi yang menganggap perlu 

ilntuk men~eriksanya. pemeriksaan dokumen itu wajib di kantor Pertanahan. 

Pengecualian ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam ayat (4) 

Ayat 4. 

Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, saiinan 

atau r e k a m a ~ y a  seperti dimaksud pada ayat (3), dokumen yang bersangkutan 

dibawa dan disimparl kembali di tempat yang di niaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) 

Ayat 5. 



Penyimpanan dengan menagunakan peralatan electronik dan dalarn 

bentuk film akan menahemat tempat dan mempercepat akses pada data yang 

diperlukan. Tetapi penyelenggaraannya memerlukan persiapan peralatan dan 

tenaga serta dana yang besar. Maka pelaksanaannya akan dilakukan secara 

bertahap. 

1 .  Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah, tersebut adalah 

dokumen negara dan hares tersimpan dengan rapi dan aman dan terbuka 

untuk umum untuk diperiksa. 

Sungguhpun pihak lain yang memerlukan sedapat mungkin mereka datang 

ke kantor Pertanahan untuk meneliti atau melihat data-data tersebut, 

tentunya dikecual ikan seperti in gin dilihat atau dibuktikan di depan 

Hakim yang incmeriksa data-data tersebut maka dokumen dokumen 

tersebut dapat dibawa keluar kantor. 

2. Setelah cukup dilihar cian diteliti oleh instansi pemerintah tersebut 

(PengadilanIJaksa) maka seluruh dokumen tadi dikembalikan ke kantor 

Pertanahan setempat. 

3. Dimungkinkan kelak satu saat perekaman tersebut dilakukan dengan 

peralatan elektronik ataukah dalam bentuk filni maka ha1 tersebut 

dimilngkinkan saja, tergantung dari dana yang tersedia. 

4. Rekzman dokurnen yang dihasilkan elektronik atau mikrofim hanya 

mempunyai kekuatan pasti jiica dokumen-dokumen tersebut ditanda 

tangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Ka~tor  Pertanahan. 



5. Menteri akan mengatur tata cara dan bentuk penyimpanan, penyajian dan 

penghapusan dokumen. 

Pasal36 

(1)  Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila te jadi perubahan 

pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 

terdafiar. 

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan 

sebagaimana dimaksi~d pada ayat (I) kepada Kantor Pertanahan. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai beri kut: 

Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan 

&tau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didafiar. Peruhahan data 

yuridis terjadi misalnya ka!au dizdakan pembebansn atau pemindahan hak atas 

bidang tanah yang sudah didaftar. 

Kalau sudah dibicarakan habwa pendaftaran tanah itu adalah 

pendahran yang berkelalijutan, maka tentunya setiap ada perubahan data fisik 

ataupun data yuridis harus sudah terekam dalam segala buku, atau daftar yang 

terdapat dikantor Pertanahan. 

Pasal 37. 

(1) Percilihan hak atas tanah dan hak mi!ik atas satyan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindrhan hak 



melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang 

tanah hak mil ik, yang dilakukan di antara perorangan warganegara 

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, 

tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Dari penjelasan pasal-pasal : 

Ayat 2: 

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan da!am 

keadaan tertentu yaitu untuk dazrah-daerah yang terpencil dm belum ditunjuk 

PPAT SEMENTARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), untuk 

memudahkan rakyat lnelaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. 

Pada prinsipnya mutasi hak, pengikatan hak tanggungan dan seba- 

gainya harus melalui seorang PPAT, namun ada perkecualian yang 

dirnungkinkan jika menurut pernilaian Kepala Kantor Pertanahan dapat juga 

diterima sebelum diangkat seorang PPAT Sementara bentuk-bentuk peralihan 

yang lain, yang bukan dilakukar~ dihaaapan PPAT. 



Barangkali juga ada putusan-putusan Pengadilan yang menerangkan 

kebenaran dari transaksi yang ada namun sebelum berlakunya, PP 24 tahun 

1997 tidak dapat dipakai untuk diproses dalam pendaftaran tanah tetapi harus 

mengajukan permohonan hak kepada instansi pemerintah yang berhak. 

Negeri Belanda yang juga menganut pendaftaran tanah dengan stelsel negatif 

dapat juga menjadi positifjika dimintakan suatu beschikking (ketetapan) dari 

Pengad ilan setempat. 

Pasal38 

(I) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri 

oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan clan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenahi 

syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam pefiuatan hukum itu. 

(2) Bentuk, isi dan cara pernbuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 

Oleh pasal ini telah dipertegas lagi bahwa setiap perbuatan hukc~n 

didepan seorang PPAT harus disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih dan 

saksi-saksi tersebut yang menurut hukurn berhak bertindak sebagai saksi. 

Bentuk dan tatacara pembuatan akta PPAT diatur oleh Menteri, dan 

selarna belum ada petunjuk yang lain tetap dipergunakan ketentuan 

sebelumnya. 

Bahwa harus disaksikan dlia orang saksi sudah merupakan ketentuan 

yang umum cialam masyarakat. 



Pasal39 

(1) HAT menolak untuk mernbuat akta, jika 

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan 

rurnah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat ash hak yang 

bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan 

daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 

disampaikan 

1 )  surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( I )  atau 

surat keterangan Kepala Desal Kelurahan yang menyatakan bahwa 

yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal24 ayat (2); dan 

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa t;idang tanah yang 

bersangkutan belurn bersertipikat ciari Kanlor Pertanahan, atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 

Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan 

dikuatkan oleh Kepala DesaIKelurahan; atau 

c. salah satu atau para pihak yang akan inelakukan perbuatan hukum 

yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 tidak berhak atau tidak rnemenuhi syarat untuk bertindak 

dernikiac; atau 



d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa 

mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan 

hak; atau 

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 

Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

f. obyek perbuatan huku~n yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau 

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertu!is 

kep2da pihak-pi hak yang bersangkutan disertai alasannya. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebut sebagai berikut : 

ayat I : 

Dalam ayat ir?i diwujudkan fungsi dnn tanggung jawab PPAT sebagai 

pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sede~nikian rupa 

sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak 

dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung 

jawab untuk memeriksa syaratsyarat untuk sahnya perbuatail hukum yang 

bersangkutan, denga, antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam 

sertifikat denga, dafiar- daftar yang ada di kantor Pertapahan. 

Yang dimaksud dengan humf d dengan surat kuasa mutlak adalah 

pemberian kuasa yafig tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang meniberi 



kuasa, sehingga pada hakikatnya rnerupakan perbuatan hukum pemindahan 
. . 

hak. Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan 

yang diadakan oleh Peraturan Pernerintah nornor 48 tahun 1994 tentang 

pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan jo Peraturan Pemerintah nornor 27 tahun 1996 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pe~nerinlah nomor 48 tahun 1994 tentang 

Pernhayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas 

tanah dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan 

fotocopy surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan. 

Sama seperti pada pasal 22 PP 10 tahun 1961, maka PPAT harus 

menolak untuk ineinhuat akta PPAT, jika kepadanya tidak diserahkan asli 

sertifikat tanahnya dan jika belutr! ada sertifikat, surat keterangan kepala 

desakelurahan dan surat kzterangan yang menyatakan hahwa bidang tanah 

tersehut belum bersertifikat dari kantor Pertanahan, atau salah satu yang akan 

melakukan perhuatan hukurn tertentu tidak herhak atau tidak memenuhi syarat 

untuk bertindak demikian. 

Surat kuasa mutlak tidak dimungkinkan sebagai penggailti akta PPAT 

daIam artian surat kuasa itu sebagai peralihan terselubung ataupun tidak ada 

izin pejahat jika memang dipersyaratkan, atau tanah tersehut dalain sengketa, 

arau tidak dipenuhi syarat-syarat dalam peraliban tersebut, penolakan itu harus 

diberitahu tertulis. 



Apa yang diuraikan diatas merupakan perpaduan antara pasal 22 dan 

25 PP 10 tahun 1961. harus menyerahkan sertifikat asli, tidak ada sengketa 

clan membayar biaya batik nama, 

Sehingga dari pasal 39 ini, dijelaskan hahwa harus diserahkan ,ertifikat 

ash atau keterangan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan dan juga dari 

Kepala Desa'Kelurahan, membayar pajak batik narna sebagaimana diuraikan 

oleh U. U. no 2 1 tahun 1997. 

Pasal 40 

( 1  ) Selarnbat-larnbatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya 

akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyarnpaikan akta yang dibuatnya 

berikut dokurnen-dokurnen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan 

untuk didaftar. 

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertu!is mengenai telah 

disa~npaikannya akta sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) kepada para 

pihak yang bersangkutan. 

Dari penjelasan pasal-pasal disebutkan sebagai berikut: 

ayat 1. 

Selaku pelaksana pendafiaran tanah PPAT wajib segera menyarn- 

paiitan aktz yang dihuatnya kepada Kantoi- Pertanahan agar dapat di- 

laksanakan proses pendahrannya oleh Kepala kantor Pertanahan. 



Ayat 2. 

Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan a h  dengan berkas- 

berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta 

penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri. 

PPAT sudah hams menyerahkan seluruh berkas, yaitu sert ipi kat as1 i. 

akta PPAT, Pajak Batik Nama (5%) dan lain-lain dokumen seperti SKPT dan 

surat keterangan dari kepala Desa/Lurah atas tanah yang belum bersertifikat 

ke kantor Pertanahan setempat selambat-lamhatnya 7 hari setelah dibuat akta 

PPAT-nya. 

B. Akibat Hukum dengan ditel-bitkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian 

(SKGR) di Kabupaten Rokan Hilir 

Dalam membicarakan ha1 ini maka ada dua kemungkinan yang kita 

lihat sebagai keabsahan perbuatan hukum tersebut. 

a. Sudah rnerupakan suatu pandangan yang kelihatannya tidak mungkin salah 

adalah seperti yang apa kita lihat dan ketentuan KLTH Perdata yang diatur 

dalam pasal 1320 yang mensyara,tkan bahwa suatu keabsahan dari sesuatu 

perbuatan hukum harus memenuhi: 

a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

b) kecakapan untuk mzmbuat suatu perikatan. 

c) suatu pokok perssalan tertentu. 

d) suatu sebab yang tidak terlarang. 



dan demikian pula apa yang diatur oleh pasal 1338 BW bahwa semua 

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dengan demikian jika suatu persetujuan jual beli yang dibuat oleh 

pihak-pihak baik di bawah tangan maupun dengan akta notaris adalah sah 

dan selama tidak ada gugatan dari pihak-pihak yang mengadakan 

perbuatan hukum tersebut maka pelaksanaannya adalah sah dan tidak 

dapat diganggu gugat. 

Lebih-lebih lagi jika di depan Pengadilan kedua belah pihak 

menyatakan tidak ada masalah, benar apa yang diperjanjikan dan pihak 

debitumya tidak menggugat masalah tersebut atau kedua belch pihak 

menyatakan benar obyek yang dipei anjikan dan sudah masing-masing 

memperoleh haknya. 

b. Namun PP 10 tahun 1961 menyatakan bagi tanah-tanah yang sudah 

berseltifikat maka harus ditambahkan lagi suatu syarat tambahan seperti 

yang diatur oleh pasal 22 atau 25 PP 10 tahun 1961 sebagai berikut: 

1) mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak 

permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 

19, jika: 

a) permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang 

bersangku tan. 

b) tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam 

perselisihan. 



c) tidak disertai surat tanda bukti pembayaran pendaftaran nya. 

Apakah PPAT karena menolak membuat akta HAT tersebut 

harus dihukum dan dipaksa untuk membuat akta peralihannya tanpa 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 22 atau 25 PP 10 

tahun 196 1 tersebut. 

Ketentuan ini banyak yang tidak dimengerti oleh banyak 

pejabat maupun oleh para PPAT, demikian pula sarnpai ke Peradilan 

Tertinggi di negara kita seperti yang dapat kita simak dari putusan 

Mahkarnah Agung: 

A. Putusan Mahkarnah Agung tanggal 14 Maret 1973 nomor 6011 

KISipl 1973 yang menyatakan: 

Syarat-syarat dalam ex pasal 19 PP I0 tahun 196 1 tentang jual bell 

tznah, bukan menzntukan syarat sah tidaknya jual beli tetapi hanya 

suatu syarat yang harus diikuti setelah terjadi suatu perjanjian jual 

bell yang sah. 

B. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1975 nomor 9521 

WSipl1974 yacg menyatakan: 

Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam 

KUH Perdata atau Hukum Adat, i.c. jual beli dilakuican m.enurut 

Hilkum Adat, secara ril dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa. 

Syarat-syarat dzlam pas!  19 PF 10 tahun 196 1 tidak mengabaikan 

syarat-syarat untuk jual beli dalam KUH PerdztdHukum Adat 

melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat Agraria. (Chaidir 



Ali- 180). 

C. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1976 nomor 1082/ 

K/Sip/1976 yang menyatakan: 

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung pasal 19 PP 10 tahun 

1961 tidak merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu jual bell 

karena PP 10 tahun 1961 tersebut hai~ya merupakan ketentuan 

administratif saja yaitu khusus bagi pendaftaran pemindahan hak 

pada Kadaster. 

Dari uraian tersebut apa yang diputuskan oleh. Mahkarnah Agung 

tersebut tidak mendukung adanya pendaftaran tanah di Indonesia. 

Sudah jelas seperti pada pembicaraan pendahuluan tersebut bahwa 

adanya dua :embaga yang bertanggilng jawab atas pendaftaran tanah di 

Iniionesia. 

Dari keputasan-keputusan Mahkamah kgui~g tersebut, jelaslah 

Peradilan Tertinggi negara kita tersebut tidak melilruskan apa yar?g sudah 

diatur oleh perundangan kita. 

I .  Dari keputusan-keputusan tersebut masih saja memandang tata cara 

pelaksanaan peralihan hak itu hanya sah kalau sesuai dengan apa yang 

diatur olch KUH Perdata ataupun menurut tata cara hukum adat yaitu 

hams kontsn dan terang dan dilakukan di depan Kepala Desa setempat. 

2. Mahkamah Agung tidak memperhatikan apa ymg diarur dalam pasal 43 

dan 44 PP 10 tahun 196 1 sebagai berikut: 

Pasal43 PP 10 tahun 1961. 



Barangsiapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19 (PP 10 

tahun 196 1) tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai Penjabat, 

dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 

danlatau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-. 

Pasal44 PP I0 tahun 196 1. 

I. Kepala Desa dilarang menguatkan pei anjian yang dimaksud dalam 

pasal22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat. 

2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan danlatau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-. 

3. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah "benar" dalam ha1 

pengertian umun, namun sering saya sebutkan bahwa penyelesaian 

masalah-masalah keagrariaan harus diputus dan diselesaikan menuri~t 

peraturan-peraturan yang sudah diatur untuk UUPA atau yang sexing 

saya sebutkan logika (UUP) Agraria. 

4. Uniknya Mahkamah Agung tidak dapat memerintahkan agar keabsahan 

dari sesuatu perbuatan hukum untuk transaksi itu yang tidak memenuhi 

persyaratan seperti yang diatur oleh PP 10 tahun 1961 dapat 

dipaksakan untuk dilaksanakan pendaftarannya. 

Dengan sikap yang demikian maka putusan Mahkamah Agung tersebut 

menjadi gantung Can tidak sampai pada penyelesaian yaitu peadaftaran 

sesuatu mutasi tersebut, ataupun suatu pengikatan Jaminan hutang. 



Wewenang dan akibat hukum dari transaksi tersebut 

Dengan demikian seperti yang sudah saya jelaskan pada ad. I bahwa 

proses dari transaksi menurut UUPAIPP 10 tahun 196 1, selain terlaksana 

dengan persetujuan bersama yang tegas, maka oleh praktek peradilan pada 

waktu ini dan dernikian pula dari kenyataan dalam rnasyarakat telah tercipta 

pula satu ha1 yang bersumber dari UU Perkawinan, yaitu bahwa kesatuan harta 

benda bersama itu telah mengakibatkan bahwa sesuatu transaksi tidak akan 

sah kalau tidak dilakukan oleh kedua suami istri, manakala tanah yang akan 

dimutasikan ataupun dijadikan jaminan ditandatangani serta ataupun adanya 

kuasa dari salah seorang dari suami istri tersebut. 

Masalah ini sudah menjadi suatu "yurisprudensi" yang dikernbangkan 

oleh semua pengacara maupun oleh praktek notariat dari PPAT bahwa kedua 

sua~ni istri berhadir dalam transsksi tersebut. 

Penyimpanan dari perbuatan tersebut bisa berakibat batalnya transaksi 

tersebut. 

Hal ini sebagai akibat dari Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 (LN 

1974-1 ) yang dalam pasal 35 mengaturnya tentang harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta benda bersama. 

Dan dalam pasal 36 dinyatakan mengenai harta benda bersama, suami 

dan istri dapat bertindzk atas persetujuan k e d ~ a  belah pihak. 

Tentunya Mahkmah Agung harus memperjelas ha1 ini agar tidak 

te rjadi kesimpangsiuran dalarn masyarakat. 



Peralihan Hak 

Dalam peralihan hak ini kita melihat ada dua kemungkinan: 

a. dalam ha1 sesuatu bidang hak atas tanah belum bersertifikat. 

Jika sertifikat tanahnya telah berakhir maka ditempuh dengan 

pembuatan akta notaris dan kemudian yang bersangkutan dengan akta 

tersebut memajukan permohonan hak kepada pemerintah. (cq BPN melalui 

Kantor Pertanahan dan Kanwi l BPN). 

Bagi tanah-tanah yang belum ada haknya (tentunya tanah yang 

masih dikuasai oleh negara) maka ditempuh dengan pelepasan hak oleh 

yang menguasainya dan memberikan hak kepada pihak yang menerimanya 

untuk memohon sesuatu hak kepada pemerintah. 

b. bagi tanah yang sudah bersertifikat maka harus ditempuh prosedur melalui 

akta PPAT. 

Kepada PPA'I' harus diserahkan dahulu sertifikat aslinya, dan 

ke~nudian meminta ke Kantor Pertanahan untuk cek ygridis dilanjutkan 

dengan pembagian pajak BPHTB dan PPh (jika diperlukan) kemudian 

dibuat akta peralihan ak oleh PPAT dan ditanda tangani oleh para pihak, 

diteruskan ke kantor pertanahan untuk membayar Bea Balik Nama dan 

BBN ke atas nama penerima hak. Bagi tailah-tanah adat yang beluin 

disertifikatkan maka dapat ditempuh pemtuatan akta PPATnya seperti 

yang diatur oleh pasal25 PP 10 tahun 1961 sebagai berikut: 

1. Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan 

tanah aiau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang 



belum dibukukan dibuat oleh Penjabat jika kepadanya dengan 

menyimpang dari ketentuan dalam pasal 22 ayat 1 sub a diserahkan 

surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, 

bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat 

sementara. 

Di daerah-daerah kecamatan di  luar kota tempat kedudukan Kepala 

Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran 

Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, 

memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu dikuatkan 

oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa yang 

bersangkutan. 

Selain surat keterangar! tersebut, kepada Penjabat itu harus diseraltkan 

pula: 

a. surat bukti kak aan keterangan kepala desa yang dikuatkan oieh 

asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak i:g. 

b. surat tanda bukti pernbayaran biaya balik nama. 

2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus 

disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa 

yang bersangkutan. 

3. Setelah menerima akta darl warkah lai~nya yang dimaksud dalam ayat 1 

pasa: ini, Kepa!a Kantor Pendahraii 'Tanah membukukannya dalam 

buku tanah yang bersangkutan. 

4. Jika akta itx mengenai pemindakan hak atas tanah, maka oleh Kepzla 



Kantor Pendaftaran 'Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu 

sertifikat sementara. Jika akta itu mengenai pemberian hak baru, 

penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai 

tanggungan, maka oleh kepala Pendaftaran Tanah kepada yang 

memberikan, menggadaikan atau meminjam uang diberikan sertifikat 

sernentara dari hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas Canah 

tersebu t. 

Dari ketentuan pasal 25 ini se~nakin jelas kemungkinan secara 

simultans dilakukan pendaftaran tanah yang pertama kali dan kemudian 

disusul dengan peralihan hak, ataupun pengikatan Hak Tanggungan, 

ataupun pendirian Hak baru. 

Pelaksanaan dari belum dibayar biaya balik nama atau tanah 

tersebut dalam sengketa atau dalam keadaan sita, tidak boleh dilakukan 

cileh PPAT. Perbuatan yang demikian dapat berakibat PPAT akan 

menanggung akibat kerugian dan bunga yang timbul. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Mengenai penyerahan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang 

~nerupakan tanda kepemilikan atas tanah tersebut atau yang lebih dikenal 

sebagai surat tanah yang j uga merupakar~ objek dalam perjanjian j ual be1 i 

tanah ini, dimana penyerahan SKGR setelah selesainya pembayaran. 

Penyerahan SKGR yang merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah 

tersebut merupakan kewajiban penjual pada saat lahirnya perjanjian dan 

barang tersebut dikuasai oleh pembeli ketika semua pembayaran telah 

diselesaikan. Tentang bukti hak kepemiliksn bagi pembeli atas tanah 

tersebut yang berupa SKGR. Jika SKGR tidak dibuat sesuai dengan Pasal 

1320 KUHPerdata artinya SKGR tidak disetu_iui o!eh suami/istri maka 

SKGR tersebut cacat hukum dan dapat dibataikan oleh Pengadillan 

Negeri, sehingga SKGR tersebut berpotensi konflik. Seharusnya para 

pihak tidak hanya melakukan pengurusan sampai SKGR, tetapi harm 

diikuti dengan peildaftaran hakpada kantor pertanahan.Karena dengan 

telah bersertifikat sebidang tanah, maka sudah ada kepastian hukum sesuai 

dengan maksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahsln 

1997. 



2. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi: 

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuanjanah; 

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

c. pemberian surat-surat tanda bukti-hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan rnengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, lnenurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam 

Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan daii pembsyaran Liaya-biaya tersebut. Dengan keberadaar: Surat 

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang cacat hukum mengakibatkan Surat 

Keter~ngan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut dapat dibatalkan. Hal ini 

menimbulkan ketidak pastian hukum dan berpotensi konflik terhadap Surat 

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Dalam PP 24 tahun 1997 sejumlah 

tanah yang selama ini diragukan tentang bukti keabsaha~ya  maupun 

prosesnya dan bukti haknya telah dipertegzs sebagai tanah-tanah yang dapat 

dikoaversi menjadi hak-hak menurut UUPA, dengan berkembanpya suatu 

prana hukurn "Ajudikasi" sistematik dan spcradik. 



Saran 

I .  Kepada Kepala BPN Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

agar melakukan pengawasan yang berkesinambungan pada kantor 

pertanahan untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli) 

sehingga rnasyarakat tidak disusahkan dalam pengurusan sertiftkat 

2. Agar Inenciapat kepastian huku~n terhadap peralihan hak atsls tanah yang 

belum bersertifikat, sebaiknya peralihan liak tersebut dibuat oleh pejabat 

yang berwenang untuk itu (Notaris sebagai pejabat umurn), sedangkan 

Kepala Desa cukup mengeluarkan surat tidak silang sengketa. 

3. Agar pemerintah mengajukan u s ~ ~ l  Rancangan Undang-Undang tentang 

Jual Beli Tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan Undang- 

Undang. 

4. Keqada instansi Kantor Pertananan supaya mzngadakan penyuluhan 

hukufi lerprograrn dan terencana dengan baik. 
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